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“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)
berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.l. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor
0543b/U/1987.

1. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat berikut

ini:
Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
| Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
o Ba B Be
- Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik diatas)
Jim J Je
cC
c Ha H Ha (dengan titik dibawah)
: Kha Kh Ka dan Ha
C
5 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik diatas)
Ra R Er
)
. Zai Z Zet
J
Sin S Es
J
P Syin Sy Es dan ye
e Sad S Es (dengan titik dibawah)
P Dad D De (dengan titik di bawah)
5 Ta T Te (dengan titik di bawah)

Vil



5L Za V4 Zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ‘— Apostrof terbalik
¢ Gain G Ge
s Fa F Ef
3 Qof Q Qi
s Kaf K Ka
J Lam L El
. Mim M Em
R Nun N En
3 Wau W We
N Ha H Ha
. Hamzah —’ Apostrof
< Ya Y Ye
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau
monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Tanda Nama Huruf Latin
« Fathah A
Kasroh |
Dammah U

b. Vokal Rangkap

Tanda Nama Contoh
on Fathah dan ya
z hah dan y G
ks Fathah dan wau J 34

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya

berupa huruf dan tanda, yaitu:

viii



Harakat dan Nama Huruf dan Tanda
Huruf
<h | T fathah dan alif a
Kasrah dan ya i
o d :
3 dammah dan wau i

4. Ta Marbiitah
Transliterasi untuk ta marbitah ada dua, yaitu: ta marbitah yang hidup atau mendapat
fathah, kasrah, gammabh, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbitah yang mati atau
mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda tasydid (), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan

ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
f"j rabbana
i al-haqq

Jika < ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (;), maka ia

ditransliterasi seperti huruf maddah (7).

Contoh:
LfL; Alt (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
:ﬁf Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)




ABSTRAK

Tindak pidana perjudian adalah perbuatan yang dilarang oleh umdamg-undang yang
disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Manusia sebagai subjek
hukum pendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan
masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Salah satu contoh kasus yang
dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu, terdakwa Muchlis Eko Nurdianto, Muhammad Solikin,
Muhammad Asep dan Bayu Pamungkas di Kota Sragen telah melakukan tindak pidana, yaitu
dengan menyelenggarakan perjudian balap liar tanpa izin dari pihak yang berwenang, terdakwa
di putus oleh hakim yaitu dengan penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan. Akan tetapi di
dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak disebutkan bahwa anak tidak dikenai sanksi
penjara, akan tetapi pembinaan atau pengawasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu: 1)
bagaimana sanksi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan
Negeri Sragen No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg? 2) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam
terhadap sanksi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan
Negeri Sragen No. 192/Pid.Sus/PN.Srg?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini
menggunakan sumber data berupa UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak sebagai bahan
hukum primernya. Kemudian untuk bahan hukum sekunder dan tersiernya berupa jurnal hukum,
buku-buku, kamus dan ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan pembahasan tindak pidana
perjudian.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan negeri Sragen
dalam perkara nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg kurang tepat, karena dalam perlindungan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan di luar proses
peradilan pidana atau dikenal dengan diversi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk penyelesaian yang adil. Terkait
dengan perjudian yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya dalam hukum pidana Islam
adalah suatu tindak pidana atau jarimah. Akan tetapi keadaan anak yang belum baligh termasuk
dalam keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atasnya. Maka
menurut ulama setidaknya terdapat dua bentuk hukuman yang dapat diterapkan yaitu melalui
perkataan seperti mencegah, mencela, dan menasihati, ataupun ¢ zir yang digunakan sebagai
hukuman yang mendidik.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perjudian, Perlindungan Anak, Hukum Pidana Islam



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allahn SWT, yang telah

melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah-nya, sehinga penulis dapat menyelesaikan penulisan

skripsi ini.

Tak lupa penulis haturkan shalawat serta salam Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan

kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita

harapkan syafa’atnya kelak di hari akhir.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa

bimbingan, kritik, saran, dukungan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan

terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1.
2.

Prof. Dr. Imam Taufig M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

Bapak Dr. H. Mohamad Arj’a Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang.

Bapak Rustam D. K. A. H, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr.
H. Ja’far Baehaqi, M. H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.

Bapak Dr. Ja’far Baehaqi S.Ag.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah bersedia
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam
penulisan skripsi ini.

Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan membantu dalam proses
akademik.

Kedua orang tuaku, Bapak Abdul Hayyi Mawardi dan lbu Hasanah, serta kakak-kakak
tercinta mbak Ani Khozanah Tafsir dan mas Muhammad Zidny Athoillah yang selalu
mengiringiku dengan dukungan dan doa, hingga penulis berada dititik ini.

Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan. Terkhusus Arina Syariva
Bulan terima kasih banyak, karena telah memberikan banyak telah membantu dalam proses
pengeditan skripsi ini.

Teman-teman seperjuangan yang selalu berada di sisi penulis, melangkah bersama-sama
menggapai mimpi.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam

penyusunan skripsi ini.

Xi



Akhrinya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis yakin bahwa skripsi ini
masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterim kasih atas kritik dan saran yang

sangat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis
dan khususnya bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 13 September 2022

Faaza Qowwaamuddiin
NIM. 1702026078

xii



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ......cocoiitiiiiiieieie ettt i
PENGESAHAN ...ttt ettt se e et e beste s beebeeteese et eteseeateareaneeneans iii
1Y 2 I I TSSOSO 0\
PERSEMBAHAN ..ottt ettt seesa et e et e ssesbesbeeseeneaneeneeneenees %
DEKLARASI ...ttt s e ettt be e be e s e e st et e b e aentenreeneene e Vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ...ttt vii
ABSTRAK ..ottt ettt ettt R ettt Ee R e Rt Re e Rt et et e tenbenEeeReeReere et eneees X
KATA PENGANTAR. ..ottt te s be s teateenaesa et e e e besteanenneeneenes Xi
DAFTAR ISL. ettt e e et e b e e sre e e neesneeenee Xl
BAB L b bRt R e Rttt bbbt Reere e e e 1
PENDAHULUAN ...ttt sttt seena et e be s e testeaneeneanaeneeneenees 1
A, Latar BElaKaN( ........coviiiiiiee et 1
RUMUSAN MASIAN .....cuiiiiiiieee bbb 5
C. Tujuan dan Manfaat PENEIITIAN ..........cccoiiiiiiiiee e 5
D. Telaah PUSTAKA ......ceoieiiiiiiiiicieeee et bbb 6
E.  Metode PENEIITIAN .......ooviiiiiiiieicee ettt 9
F.  Sistematika PENUIISAN .........oiviiiiiiiiiee et neenneas 11
2 = S OSSPSR 13
KONSEPSI TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM................... 13
A. Pengertian dan Batasan Umur ANAK ... 13
B. Prinsip Perlindungan ANaK ............ccvoiiiiiiieieccceese ettt 20
C. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan HUKUM ............cccccoeiieiiiicieccc e 24
D. Penyebab Anak yang Berhadapan dengan HUKUM ... 34
E. Dampak Anak yang Berhadapan dengan HUKUM ............c..coooiiiieie i, 36
27N = 2 I OSSPSR 39
SANKSI PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN NO.192/Pid.Sus/2013/PN.Srg.......c.c........ 39
AL Kronologi PEIKAIA ........cciiiiiiiiiiee et 39
B. Dakwaan dan TUNTULAN.........ooieiieireie ettt te e sneesaesneesneenteeneenrens 41
C. Amar Putusan dan Pertimbangan HaKim ...........cccooioiiiiiic i 43
2 AN = T AV OSSPSR 55

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI PERJUDIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN

NO. 192/Pid.SUS/20L3/PIN.SIQ . ccueeiieieiieieeieste st see st ee e ste e sreesteesaesseesaeesaesreesseeneesneenrens 55
A. Prespektif Perlindungan ANaK............ooiiiiioiiiiiie e 52
B. Prespektif HUKUM Pidana ISIam .........ccooiiiiiiiiie e 57
BAB V et E bRt h Rt e e R e e bt e e e Rt e teane e he e beeneenreas 65



AL KESTMPUIAN ..t b ettt b et b e 62
Bl SAIAN. ...t r e anee s 63
DAFTAR PUSTAKA e bbbttt bbb bt 67
LAMPIRAN . Lttt b e h et e bt e b e e s bt e bt e s bt en b e ab e e e b e e e nn e e b e ennennreanreas 69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..ottt s 110

Xiv



BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan
sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Anak merupakan harapan orang tua,
harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tingkat estafet pembangunan serta
peran startegis, mempunyai ciri sifat khusus yang akan menjadi kelangsungan eksistensi
bangsa dan negara pada masa depan, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi
kelangsungan hidup, pertumbuhan perkembangan fisik, mental dan sosial serta
perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa
masa depan.! Sehubungan dengan hakikat anak yang merupakan aset berharga yang
dimiliki oleh negara, maka hak-hak fundamental anak dijamin oleh Negara seperti di
Indonesia, hak-hak anak pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi Negara Republik
Indonesia, dimana setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, selain
daripada itu hak-hak anak di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak serta Keputusan Presiden No. 36 Tahum 1990 tentang
Konvensi Hak-Hak Anak.?

Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak
agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.®

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua
yang telah mebawa perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang yang telah membawa
perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh

terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar

! Santi Kusumaninigrum,”Perkembangan Manusia”, (Jakarta: Gramedia 2001), him. 77
2Aulia Aziza dan Slamet Tri Whyudi, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice”, National Conference For Law Studies (NCOLS), vol. 2 no. 1,
2020, him. 787
3 Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
1



hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak
tersebut. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan
tidak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi
yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan
telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya
perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak sekolah seolah tidak berbanding lurus
dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan
kenakalan anak, perlu segera dilakukan.*

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah
melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan
anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah
melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan
sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak
pidana. Selain itu, ketentuan mengenai penyelengaraan peradilan bagi anak perlu
dilakukan secara khusus, hal ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan pekara anak
dengan memperhatikan kepentingan anak dan tidak merugikan fisik dan mentalnya yang
memperngaruhi pertumbuhan dan perkembangaanya.®

Dalam memberikan hukuman kepada anak, aparat penegak hukum wajib untuk
mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan anak diantaranya: tidak diskriminasi,
bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dan juga aspek perkembangan anak. Sehingga,
dengan demikian diatur secara khusus melalui Undang-Undand No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang di dalamnya juga termuat konsep
Restorative Justice dalam penanganan peradilan yang melibatkan anak sebagai pelaku
tindak pidana. Ketentuan mengenai Restorative Justice sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka
6 UU SPPA, Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku dan pihak-pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan pada keadaan semula, dan
bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan.®

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan paling baik bagi anak, tanpa
mengorbankan kepentingan masyarakat dan penegakan keadilan. Peradilan pidana anak

bertugas dan berwenang memeriksa, mmutus, dan menyelesaikan perkara anak

*Annger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, “Sistem Peradilan Pidana Anak”, (Yogyakarta: Medpress
Digital, 2014), him. 1-2.

® Lushiana Primasari,”Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan dengan
Hukum”, 2012, hlm 1.

6 Ibid., Aulia Aziza dan Slamet Tri Wahyudi, him. 787-788.



sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1
Angka 1 UU SPPA dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan
proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap
penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. perlindungan
anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka
rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan pidana anak. Negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab
terhadap penyelenggaraan perlindungan anak menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 35
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.’

Peradilan pidana anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak
pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakkan wibawa
hukum sebagai pengayom, pelindungan, serta menciptakan iklim yang tertib untuk
memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum harus
menempatkan anak pada kedudukan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik
bagi anak khususnya secara biologis, dan sosial anak. Peradilan tidak hanya
mengutamakan penjatuhan pidana, hal terpenting dalam peradilan anak yaitu memberikan
perlindungan bagi masa depan anak. Hal ini seseuai filsafat peradilan pidana anak. Filsafat
peradilan pidana anak berupaya mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat
hubungan erat antara peradilan pidana anak dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1979 tentang Kesejahteraan Anak.®

Dalam perkembangan generasi muda sering dihadapkan pada berbagai masalah
dan tantangan yang sulit dihindarkan. Tidak jarang kita jumpai adanya penyimpangan
sikap perilaku dikalangan anak. Sehingga munculah istilah juvenale delinquency atau
kenakalan anak. Istilah juvenale berarti anak muda, ciri karakteristik pada masa muda,
sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan delinquency artinya wrong doing,
mengabaikan, jahat, asosial, pelanggar aturan. Sehingga, juvenale delinquency dapat
diartikan sebagai penyimpangan tingkah laku remaja yang bertentangan dengan norma
sosial, norma agama, dan norma hukum.®

Balap liar atau ajang saling pacu kendaraan yang dilakukan oleh para remaja yang

bukan ditempat semestinya tentu saja menjadi aktivitas yang mengganggu dan merugikan.

" Vilta Biljane Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak,
(Yogyakarta: Deepublish, 2018), him. 34-35.

8lbid., him. 35

%Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan
Hukum, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), him. 32-33



Baik kepada dirinya sendiri ataupun oranglain. Mereka melakukan aksinya dengan
beberapa alasan, mulai dari hanya sekedar iseng hingga memang melakukan balapan
hingga merembet perjudian. Ini juga berimbas pada angka kecelakaan lalu lintas yang naik
karena efek dari balap liar yang menggunakan jalan umum ataupun memakan korban, baik
dari si pengendara ataupun orang lain yang menjadi korban. Mirisnya pada masa Kini
balap liar dianggap sebagai alat untuk beradu gengsi. Anak yang seharusnya belum
diperbolehkan dan belum mencapai umur yang dilegalkan untuk mengendarai kendaraan
malah diberi ijin dan diberi fasilitas seperti sepeda motor. Karena tingkat emosi dan pola
pikir yang belum stabil yang dimiliki oleh para anak-anak dibawah umur ini, mereka jadi
gampang terpengaruh dan ikut dalam balap liar ini.X° Banyak diantara remaja yang lebih
menuruti ego dan keinginan dari pada memikirkan keselamatnya, hanya didasari rasa
iseng atau persaingan untuk memperoleh suatu hal yang dipertaruhkan sebagai kegiatan
balap liar “setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor berbalapan dijalan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).t!

Salah satu kenakalan anak (juvenale delinquency) yang terjadi di wilayah
Pengadilan Negeri Sragen adalah terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh
anak dalam perkara pidana dengan putusan pengadilan negeri sragen No.
192/Pid.Sus/2013/PN. Srg. Dalam perkara perjudian tersebut melibatkan 4 (empat)
terdakwa, yaitu Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, Muhammad Asep Bin
Sarjono, Muhammad Solikhin bin Earjito, dan Bayu Pamungkas Bin Jailani. Ke-empat
anak tersebut menjalani proses peradilan khusus anak dikarenakan melakukan tindak
pidana turut serta bermain judi yang diadakan di jalan umum, sedang untuk itu tidak ada
ijin dari penguasa yang berwenang. Ke-empat terdakwa anak tersebut didakwa oleh Jaksa
Penuntut Umum dengan dakwaan kedua dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, dengan
menjatuhkan pidana terjadap ke-empat terdakwa dengan pidana pe njara masing-masing
selama 3 (tiga) bulan dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan. Ke-empat
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta
Bermain Judi Yang Diadakan Dijalan Umum, Sedang Untuk Itu Tidak ada ljin Dari

Penguasa Yang Berwenang”.!2

10 Kompasiana, “Fenomena Balap Liar di Kalangan Remaja” https://www.kompasiana.com/ilnamcahyaba
htera4598/608ab1fcd541df6d4447df32/fenomena-balap-liar-dikalangan-remaja di akses 29 April 2021

11 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 297

12 pytusan Pengadilan Negeri Sragen No. 192/Pid.Sus/2013/PN. Sragen



Anak sudah selayaknya mendapat perhatian yang serius karena anak-anak ini
adalah masa depan suatu bangsa. Dalam pertimbangan pengambilan keputusan, hakim
harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat
untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk
mengembangkan dirinya sebagai masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan
bangsa, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul
“Tinjuan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Perjudian yang
Dilakukan Oleh Anak Dalam PutusanPengadilan Negeri Sragen No.
192/Pid.Sus/2013/PN.Srg (Studi Prespektif Perlindungan Anak)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis
merumuskan dua masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini :
1. Bagaimana sanksi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak
dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen N0.192/Pid.Sus/2013/PN.Srg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perjudian yang
dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen No.
192/Pid.Sus/PN.Srg (Studi Prespektif Perlindungan Anak)?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan pokok

permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sanksi tindak pidana islam dan Hukum Nasional tentang sanksi

pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian.

2. Untuk menjelaskan tinjuan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana
dampak anak dari sanksi pidana yang melakukan tindak pidana perjudian dalam

prespektif hukum Islam.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diklarifikasikan menjadi dua,

antara lain:



1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan terhadap perlindungan anak
yang marak melakukan tindak pidana perjudian, selain itu bermanfaat bagi teori
pemidanaan terakit dalam Hukum Pidana Islam dalam prespektif perlindungananak.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan atau masukan kepada
hukum, serta menjadi reverensi aperatur penegak hukum dan aktivis perlindungan

anak.
D. Telaah Pustaka

Melalui telaah Pustaka penulis dapat memberikan penjelasan mengenai dasar-
dasar penelitian yang dilakukan serta memberikan Batasan-batasan terhadap penelitian
yang dilakukan. Telaah Pustaka dilakukan untuk menghindari pengulangan dan
menghindari plagiasi. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan
penelitian ini:

Pertama, Skripsi karya Ahmaad Agus Hambal® yang berjudul “Penegakan
Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Jokotole
Batuan Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep)”. Dalam srkipsi ini merupakan
penelitian deskriptif untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan di
Polres Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar di Kawasan
jalam Jokotole Batuan Sumenep. Dalam penelitian ini beberapa upaya pihak polres
sumenep telah menimimalisir dan upaya tindak perjudian balap liar, meliputi upaya
pecegahan yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan patrol atau operasi
kendaraan periodic sedangkan dalam upaya penindakan yaitu melaksanakan rutin operasi
dan operasi periodik dalam operasi ini melakukan penangkapan dan menyita barang bukti
serta melakukan pembubaran.

Kedua, Skripsi karya Badar Husain'* yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana
Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian”, Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui

bagaimana analisis perbandingan antara hukum Nasional dan Islam tentang penerapan

13 Ahmad Agus Hambali, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan
Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep)”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(Yogyakarta, 2019). Referensi dapat di akses di http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38317/1/12340074_BAB-
|_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

14 Badar Husain, “Penerapan Sanksi Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian”, Skripsi UIN Alauddin
Makassar, (Makassar, 2016). Referensi dapat di askses di http://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/38317/1/12340074 _
BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
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sanksi pidana anak pelaku perjudian. dalam hal ini diharapakan dapat memberikan
pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana
terutama dalam pelaksanaan pemindanaan terhadap anak. Dalam peneltian ini dari segi
norma agama islam melarang umatnya bermain judi sebab dari adanya permainan judi
tersebut menyebabkan permusuhan antar sesame umat manusia yaitu saling denadam dari
iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi
mubadzir atau tidak halal, kejahatan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa
merupakan suatu pelanggaran yang dimaafkan sehingga demikian apabila anak yang
melakukan tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai suatau pembentukan karakter dan
tidak dapat dihukum secara hukum Islam.

Ketiga, Artikel ilmiah Dini Ramdania®® yang berjdul“Efektifitas Pasal 303 Bis
KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit
Masyarakat”,Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pihak kepolisian sebagai penegak
hukum seharusnya hanya memproses para Bandar judinya saja tetapi juga para pemainnya
agar memberikan efek jera bahwa judi itu merupakan suatu kejahatan yang akan menjadi
cikal bakalnya kejahatan lain dan Tindakan hukum yang dilakukan kepolisian yaitu sanksi
pidana dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis tetapi juga harus mencari alternative hukuman
lain yang diterapkan kepada pelaku perjudian seperti sanksi denda dan sanksi pidana,
karena dari sisi kerugian Negara apabila semua pelaku tindak pidana di beri sanksi pidana
akan merugikan Negara, sehingga alternative justice adalah pilihan yang tepat, dan hal
imi berimbas pada perubahan peraturan.

Keempat, Artikel ilmiah Aulia Aziza, Slamet Tri Wahyudi!® yang berjudul
“Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui
Pendekatan Restorative Justice”,dalam penelitian ini penyelesaian perkara anak yang
melakukan judi dapat dialihkan dari proses peradilan formal menjadi proses non dormal,
guna mewujudkan tujuan dari Undang-undang. System Peradilan Anak, guna
mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Selain
itu menurut penulis penyelesaian tindak pidana anak pelaku perjudian melalui proses
peradilan bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan, di karenakan hak-hak anak tidak

terpenuhi serta membawa dampak buruk bagi tumbuh kembang sang anak, dan juga perlu

% Dini Ramdania, “Efektifitas Pasal 303 Bis KUHP dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian
Sebagai Penyakit Masyarakat”, Wacana Paramarta: Jurnal llmu Hukum, Volume 17, No. 2, 2018, him. 105- 113.

16 Aulia Aziza dan Slamet Tri Wahyudi, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice”, National Conference on Law Studies (NCOLS), Volume 2, No.
1, 2020, him. 786- 805.



diingat bahwa anak merupakan asset terpenting negara, sehingga seharusnya negara dapat

benar-benar menjamin dan memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak.

Statemen perbedaan penelitian disertai metrik, antara lain:

SanksiPidana  Anak
Pelaku Tindak Pidana

Perjudian.

Penelitin Judul Keterangan

Ahmad Agus | Penegakan ~ Hukum | Penelitian ini adalah penelitian lapangan

Hambali Terhadap Tindak | (field reascrh) dengan menggunakan
Pidana Perjudian | metode analisis deskritif dan berjenis
Balap Liar Di | kualitatif. Adapun data pengumpulan data
Kawasan Jalan Batuan | yaitu melalui observasi, wawancara, dan
Sumenep (Studi Kasus | dokumentasi.
Di Polres Sumenep).

Badar Husain | Penerapan Penelitian ini adalah pustaka (library

search) yang menekan pada deskritif
kualitatif dengan pendekatan penelitian
hukum norma didasarkan pada bahan
investarisasi

sekunder vyaitu peraturan-

peraturan.

Dini Ramdani | Efektifitas Pasal 303 | Artikel ini menyarankan agar selain dari
Bis KUHP dalam | Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak
Menanggulangi kepolisian yaitu berupa sanksi pidana pasal
Tindak Pidana | 303 dan pasal 303 Bis tetapi juga mencari
Perjudain Sebagai | altenative hukuman lain atau restoraktif
Penyakit Masyarakat. | justice yang dapat diterapkan pada pelaku
perjudian seperti denda atau sanksi pidana
sosial yang dapat pada pelaku selain dari
sanksi pidana.
Aulia Aziza Penegakan ~ Hukum | Artikel ini menurut penulis penyelesaian
Terhadap Anak | tindak pidana anak pelaku perjudian




Sebagai Pelaku | melalui proses peradilan bukanlah hal yang
Tindak Pidana | tepat untuk dilakukan, di karenakan hak
Perjudian Melalui | anak tidak akan terpenuhi serta membawa
Pendakatan Restortive | dampak buruk bagi tumbuh kembang sang
Justice anak, dan juga diingat bahwa anak adalah

aset terpenting negara.

Faaza Tinjuan Hukum | Penelitian ini dipilih adalah kualitatif, data
Qowwaamuddi | Pidana Islam Tentang | sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari
in Sanksi Tindak Pidana | bahan-bahan hukum berupa literatur,
Perjudian Yang | peraturan  perundang-undangan  yang
Dilakukan Oleh Anak | berkaitan dengan penelitian ini, dalam
Dalam Putusan | penelitian ini membahas khusus tentang

Pengadilan Negeri | tindak pidana perjudian dalam perspektif

Sragen No. | perlindungan anak dan hukum pidana
192/Pid.Sus/Pn.Srg islam.
(Perspektif

Perlindungan Anak)

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang telah
dilakukan teradahulu tersebut di atas berbeda dengan penelitian saat ini, karena belum ada
yang secara khusus memfokuskan penelitian pada perlindungan terhadap anak yang
terkena tindak pidana perjudian, dan juga pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi
terhadap anak yang masih dalam problematik guna masa depan ataupun kehidupan bagi

anak.
E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suati usaha untuk menganalisis serta mengadakan
konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Upaya untuk memperoleh
kebenaran tentunya harus didasari metode ilmiah. 1’ Dalam penyusunan skripsi ini
digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

17 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik, (Jakarta:
Rajawali Press, 2018) him. 125-127.
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Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini mengguanakan
jenis pendekatan normatife. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai
penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, peneliti mengkonsepsikansebagai apa
yang tertulis sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in
book) sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat.8

2. Jenis Sumber Data

Penelitian yang dipilih adalah kualitatif sehingga wujud dan data penelitian bukan
berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif,melainkan data tersebut
adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut ~ kualitatif. Jenis data dalam
penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini
diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat
meliputi bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.*®

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dalam ini diperoleh berbagai macam literatur seperti: hukum
islam yang berspekfikasi tentang tindak pidana anak, pidana perjudian, pidana
perjudian anak, undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadialan anak dan
undang-undang yang ada kaitanya terhadap sanksi pidana perjudian yang
dilakukan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang serta kaitanya dengan bahan hukum primer serta

berfungsi menjelaskan mengenai bahan hukum sekunder.?’ Dalam hal ini bahan

yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer.
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara mencatat dan
mempelajari buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang dibahas melalui
penelitian kepustakaan (library search). Dalam penelitian kepustakaan dilakukan
dengan metode dokumentasi yaitu melakukan pencarian informasi atau keterangan
yang benar dan nyata, serta didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa, buku,

notulen, transkip, catatan, dan sebainya yang berkaitan dengan penelitian.

18 Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, (Jakarta: kencana,
2018), him. 124.

19 Suteksi dan Galang Taufan, op. cit., him. 266-277

20 Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), him. 62
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4. Teknik Anlisis Data
Analisis data merupakan upaya melakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian
dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja atau kinerja
yang disarankan oleh data.?! Seperti bagaimana pengumpulan data, reduksi data,

analisis, intepretasi data dan penarik kesimpulan.
F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam
memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis
besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang
masing-masing bab menitikberatkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan
dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika

pembahasan skripsi ini:

BAB I: pendahuluan. Dalam bab ini meliputii latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB IlI: tujuan umum terhadap tindak pidana perjudian dan sanksi perjudian
menurut hukum positif dan hukum pidana islam dalam perlindungan anak. Menurut
serangkaian teori-teori tindak pidana dan saknsi perjudian yang meliputi pengertian tindak
pidana perjudian, unsur-unsur tindak pidana perjudian, macam-macam tindak pidana
pejudian, pengertian perlindungan anak dalam melakukan tindak pidana, teori tantang
perlindungan anak, terori tentang penentuan perlindungan anak menurut hukum positif

dan hukum pidana islam.

BAB Ill: membahas khusus tentang tindak pidana perjudian dalam prespektif
perlindungan anak dan  hukum pidana islam dalam  putusan  No.
192/Pid.Sus/2013/PN.Sragen.

BAB IV: membahas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dilihat dari
prespektif pelindungan anak dan hukum islam. Berisi tinjuan tindak pidana perjudian yang
dilakukan oleh anak dalam putusan No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Sragen.

2L Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), him. 183
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BAB V: penutup, Dalam baa ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran

tentang penelitian tersebut.



BAB 11

KONSEPSI TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Pengertian dan Batasan Umur Anak

Menurut pengetahuan umum yang dimaksud anak adalah seseorang yang lahir dari
hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale
adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.
Definisi di atas merupakan definisi yang seringkali dijadikan pedoman dalam mengkaji
berbagai persoalan tentang anak.??

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara
etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum
dewasa.?®

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam
Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut demikepentingannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi
anak yang mempunyai masalah, menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum
mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.?*

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua
puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan
dalam Pasal 370 Bab Kelima Belas Bagian kesatu tentang Kebelumdewasaan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut:
Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih

dahulu kawin.?® Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum

22 Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak,

(Yogyakarta: Deepublish, 2018), him. 10

23 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),
him.36.

24 Rika Apriani Minggulina Damanik, “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis
Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”, Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum
Islam, Vol. 1 No. 3, 2020, him 279

25 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), him.
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menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai

atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap

sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. Pengertian anak menurut ketentuan

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai dua syarat, yaitu :

a. Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud belum
dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika
seorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, maka ia dianggap sudah
dewasa.

b. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia belum berumur 16 tahun.

Pengertian umum tentang anak banyak mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu
pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari banyak sisi kehidupan, seperti agama, hukum,
dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan
sosial. Pengertian dalam aspek sosiologis, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah
SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.
Anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang rendah dari
masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspeksosial ini lebih
mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.?®

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun,
perumusan seorang anak dalam berbagai undang-undang sama sekali tidak sama. Bahkan
terkadang tidak memiliki korelasi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang
lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini mengacu pada pertimbangan
kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.?’

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal
ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan
anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarannya
perturan perundang-undangan tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat di bawah ini:?®
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di dalam UU SPPA ini dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan

seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai

dari tahap penyelidikan damapi dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

26 Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak- Hak
Anak”, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Vol. 11 No. 2, Juli-Desember 2016, him. 252

27 Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak: Pamduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan
Hukum, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), him.13.

%8 Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Penerbit
Medpress Digital, 2014), him. 6-8
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Selain itu, dalam UU SPPA dijelaskan definisi anak yang berhadapan dengan hukum
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana,
dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut mengenai anak yang
berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)
tentang Pengadilan Anak.

Pada undang-undang ini tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa anak
merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam ketentuan
undang-undang ini ditentukan bahwa batas minimal anak adalah berumur 8 tahun.
Terhadap anak yang melakukan tindak pidana belum berumur 8 tahun maka dapat
dibina oleh orangtua atau walinya.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam Pasal 1 sub 5 disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang
berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang
masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun. Pada pasal ini dijelaskan pula bahwa anak yang
belum lahir atau dalam kandungan, masuk dalam kategori anak.

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka
anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun
dan belum kawin.

6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi
dapat dijumpai dalam Pasal 45 dan 72 yang memakai batasan umur 16 tahun dan Pasal

283 yang memberi batasan 17 tahun.

Semua ketentuan di atas tentang definisi anak dan kebijakan yang dilahrikan
disesuaikan serta berkaitan dengan penemuhan anak. Konsepsi tentang anak juga dikaji

dalam perspektif Al-Qur’an. Dalam Al-Qur’an, penyebutan anak mempunyai istilah
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berbeda-beda yang tentu saja mempunyai makna yang berbeda pula. Beberapa istilah
tersebut misalnya: al walad, al ibn, at thifl, as-sabi dan al ghulam.Secara terminologi anak
dalam Islam adalah orang yang lahir dari rahim ibu,baik laki-laki, perempuanmaupun
khunsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis dari hasil pernikahan yang
sah antara suami istri sebagai jalan satu-satunya dalam tanggung jawab terhadap
keturunan, baik ditinjau dari segi pemberian nafkah, bimbingan, pendidikan maupun
warisan. Seorang anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak menimbulkan anak kandung
yang sah. Bapak dalam perzinaan tidak mempunyai tanggungjawab secara legaldan begitu
juga secara material atas anak yang lahir dariperbuatannya itu sekalipun ada tanggung
jawab moral dan spiritual. Dalam konsepsi Islam, seorang anak seharusnya sudah dewasa
pada usia 15 tahun. Pada usia itu seharusnya seorang anak sudah bisa bertanggung jawab
(taklif) penuh dalam masalah ibadah, mu’amalah, munakahah dan jinayat (peradilan)
selambat-lambatnya pada usia 17 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagilaki-laki. Pada usia
21 tahun, anak laki-laki mestinya benar-benar sudah bisa lepas dari orangtua tanpa
mengurangi kedekatan dan perkhidmatan pada orangtua.?®

Ketidakseragaman batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-
undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang
mana yang seharusnya digunakan. Ketentuan usia dewasa adalah suatuhal pokok yang
wajib dipatuhi dalam setiap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anakmerupakan
pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam statushukum
dan usia dewasa merupakan syarat formil bagi seseorang untuk melakukan
perbuatanhukum.Untuk memahami konsep dewasa atau belum dewasa perlu dibaca Pasal
KUH Perdata,Stb. Nomor 556 Tahun 1924, Nomor 557 Tahun 1924. Di dalam Pasal 330
KUH Perdata, dijelaskan bahwa belumdewasa (minderjarig) adalah belum berumur 21
tahun penuh dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin sebelum berumur 21

tahun penuh bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.>°

Misalnya seorang anak yang masih di bawah umur 21 tahun dan belum
menikah melakukan perjanjian jual beli tanpa persetujuan dari walinya dapat dibatalkan,
sekalipunpada prinsipnya jual beli tersebut sah akan tetapi perbuatan hukum jual beli yang

dilakukan tersebut tidak memiliki akibat hukum sehingga jual beli tersebut dapat

2 Moh. Faisol Khusni, “Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pemibnaannya Dalam Perspektif Islam ”,

Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 2 No. 2, 2018, him. 369-370

15.

%0 Siti Khoiriah, “Kontroversi Kecakapan Anak Dalam Hukum”, Wacana Publik, Vol. 13 No. 1, 2019, him.14-
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dibatalkan melalui walinya atau batal dengan sendirinya.®

Selain itu, batasan umur anak juga tergolong sangat penting dalam perkarapidana
anak,karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukankejahatan
termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalamsutau peraturan perundang-
undangan tentang hal tersebut akan menjadipegangan bagi para petugas dilapangan agar
tidak terjadi salah tangkap,salah tahan, salah sidik, salah tuntut maupun salah mengadili,

karenamenyangkut hak asasi seseorang.®?

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak,anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih
dalamkandungan. Kemudian pada Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor
11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dirumuskan:

1) Batas umur anak yangberhadapan hukum dapat diajukan ke Sidang Pengadilan Anak
adalah sekurangkurangnya 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum mencapai umurl8
tahun dan belum pemah kawin.

2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umursebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 bahwa Anak yang berhadapan hukum sebelumgenap berumur 18
(delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelahanak tersebut telah
melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belummencapai umur 21 (dua

puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.®

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak
yang dapat diajukan ke sidang pengadilan dalam hal ini diperkarakan secara pidana ketika
berumur antara 18 - 21 tahun.Apabila anak telah mencapai umur 21 tahun harus dianggap

sudah dewasa bukan sebagai kategori anak lagi. Dengan demikian tidak

diproses berdasarkan Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana
anak, tetapi berdasarkan KUHP dan KUHAP.

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang biasa

31 Mhd. Yadi Harahap, “Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di
Indonesia”, Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, Vol. 1 No. 1, 2020, him. 36

32 Arika Apriani Munggulina Damanik, “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia:
Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan
Hukum Islam, Vol. 1 No. 3, September 2020, him. 294

3 Widya Rosaminah Aidy, “Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum”, Jurnal
Hukum Sasana, Vol. 7 No. 2, Desember 2021, him. 361
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digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan

perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagikedalam 3 (tiga) fase, yaitu:

1) Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 (nol) tahun sampai dengan 7 (tujuh)
tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan
mental.

2) Fase kedua adalah dimulai pada 7 (tujuh) tahun sampai 14(empat belas) tahun tersebut
sebagai masa kanak-kanak.

3) Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 (empat belas) tahun sampai 21 (dua puluh
satu) tahun yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas
dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak

menjadi orang dewasa.3*

Batasan usia anak diperlukan dalam hukum pidana maupun perdata demi

menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda baik dari segi hukum
Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud
dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur 7 (tujuh) tahun dan belum
balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila
mereka telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Kata balligh berasal dari fiil
madibalagha, yablughu, bulughan yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat,
balligh, masak.!* Seiring berjalannya waktu maka manusia mampu untuk mengetahui
sesuatu berdasarkan kemampuannya, akan tetapi pengetahuannya itu masih terbatas atau
masih sangat lemah. Kemudian kemampuan manusia akan tumbuh mencapai
kesempurnaan seiring pertumbuhan dan perkembangan akalnya.*

Dalam bahasa Arab sebutan untuk anak ada bermacam-macam, ada sebutan anak
yang merupakan perubahan dari bentuk fisik yang dikejnal dengan istilah shabiy (sebutan
sangat umum untuk anak), sebutan untuk anak pecahan dari shabiy adalah walad (sebutan
untuk anak laki-laki dan wanita), darijun (anak kecil yang berjalan berjalan), thiflun (anak
yang mendapatkan keringanan hukuman dan sebutan bagi orang sejak lahir hingga
mendapatkan mimpi), ghulam (manusia sejak lahir hingga remaja, dipakai untuk sebutan

34 Andri Purba Yuana, “Penaganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Journal of Law (Jurnal IImu Hukum), Vol. 5 No. 2
, 2020, him. 8-9

% Imam Muttagqin, “Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan
Hukum Pidana Islam”, Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2 No. 1, 2016, him. 56-57
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anak laki-laki dan wanita).*

Kemudian ada sebutan anak yang merupakan perubahan secara kejiwaan yang
berhubungan dengan kecerdasan/intelektualitas (tamyiz). Sedangkan perubahan anak
secara kombinasi baik dari segi fisik maupun kejiwaan dikenal dengan dewasa (baligh).
Baligh terdiri atas dua macam vyaitu: Pertama, baligh bi thaba’i yakni baligh yang dapat
diketahui dari tingkah lakunya atau tanda-tanda, jadi dalam hal ini pertanda baligh dapat
diketahui dari penglihatan. Kedua, baligh bi sinni yakni baligh dengan menetapkan
ketentuan umur apabila secara tabiat tidak terlihat tanda-tanda baligh maka ukuran baligh

ini ditentukan dengan menetapkan umur baik untuk laki-laki maupun perempuan.®’

Berdasarkan perkembangan dan pertumbuhanakal untuk mecapai kesempurnaan
berfikir, maka fase perkembangan anak dalam perspektif Islam dapat diuraikan sebagai
berikut:3®

a. Fase Thufulah Awal/ Kanak-Kanak Awal (0-7 tahun)

Fase ini terdiri dari: Fase as shobiy (fase menyusui dari usia 0-2tahun), fase thufulah
(fase awal atau kanak-kanak awal yakni usia 2-7 tahun),fase thufulah (yakni fase
akhir kanak-kanak, yakni 7-14 tahun). Fase ini merupakan momentum yang sangat
penting, lantaran janin telah memasuki fase barunya di dunia yang asing baginya.
Pengaruh eksternal mulai bersinggungan dengannya, berupa nutrisi, interaksi orang,
dan jenis pendekatan pada sang bayi.

b. Fase Pra Tamyiz/ Kanak-Kanak (2-7 tahun)

Fase ini diambil dari rentangan usia yang disebutkan Nabi, bahwa ajarilah anakmu
untuk menjalankan sholat pada usia 7 (tujuh) tahun. Juga sabda Rasul yang menyatakan
bahwa usia tujuh tahun pertama seorang anak adalah layaknya raja.Sedang Al Qur’an
memberi batas dua tahun untuk masa menyusui. Jadi dari hadits Nabi dapat dipahami
bahwa masa pra Tamyiz itu sampai 7 (tujuh) tahun, kemudian dibatasi oleh ayat Al
Qur’an 2 tahun tentang perintah menyusui, maka untuk sampai 7(tujuh) tahun ada masa
antara, yakni 2-7tahun, itulah yang disebut dengan masakanak-kanak.

Sekitar usia 4-5 tahun, anak dapat menguasai bahasa ibu serta memiliki sifat
egosentris, usia 5 (lima) tahun baru tumbuh rasa sosialnya dan usia 7 (tujuh)tahun anak

mulai tumbuh dorongan belajar. Dalam membentuk diri anak pada usia ini, Rasulullah

36 Rika Apriani Minggulina Damanik, Op. Cit., him. 285
37 Ibid.Rika Apriani, him. 285

3 Noerchlois Rafid dan Saidah, “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Figih
Jinayah”, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 11 No. 2, Desember 2018, him. 330
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menganjurkan dengan cara belajar sambil bermain karena dinilai sejalan dengan tingkat
perkembangan usia ini.
c. Fase Thufulah Akhir/ Kanak-Kanak Akhir (7-14 tahun)

Fase ini lazim disebut sebagai masa sekolah. Anak sudah mempunyaikemampuan
untuk belajar menulis, membaca dan berhitung. Jean Piaget menyebut masa ini dengan
fase operasi konkret (7-11) dan operasi formal(11-15). Pada zaman khalifah Abbasiyah,
negara membatasi usia wajib belajar bagi anak-anak, minimal 7(tujuh) tahun. Karena

pelajaran membaca dan menulis pada anak kurang dari usia

tersebut dianggap dapat melemahkan jasmani dan akal mereka. Di sini artinya, betapa

fase perkembangan anak sangat penting diperhatikan.3®

B. Prinsip Perlindungan Anak

Keluarga merupakan salah satu pusat pendidikan yang sangat menentukan dalam
kelangsungan hidup anak, di samping dua pusat pendidikan lainnya yaitu sekolah dan
lingkungan masyarakat yang juga sangat memberi pengaruh yang sangat besar terhadap
perkembangan pribadi seseorang. Pada kurun waktu yang sangat dinamis saat ini,
ditambah dengan arus teknologi komunikasi yang tanpa batas, peran orang tua dalam

keluarga menjadi sangat tinggi dan ditentukan oleh tugas dan tanggung jawab bersama.*°

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemenuhan hak anak merupakan tanggung
jawabsetiap pihak, yaitu orang tua, keluarga, pemerintah daerah, dan setiap unsur
masyarakat,termasuk di dalamnya tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya
yang harusdihormati, dipenuhi, dilindungi dan dijamin pemenuhannya.*

Dalam perkembangannya untuk menjamin kesejahteraan anak dalam
kehidupannya, Pemerintah Indonesia ikut menandatangani Convention on the Rights of
the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang merupakan hasil Sidamg MajelisUmum
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989. Sebagai
tindak lanjut penandatangan konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the

Rightsof the Child atau Konvensi tentang Hak-hak Anak telah menjadilandasan hukum

39 Moh Faisol Khusni, “Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pemibnaannya Dalam Perspektif Islam ”,hlm.
372-374

40 |da Friatna, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008,
Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5 No. 2, 2019, him. 61

4 1bid., 65
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dalam penyelenggaraan perlindunan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia.*?

Secara yuridis normatif, prinsip-prinsip perlindungan anak antara lain diatur
dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip
umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaikanak, kelangsungan
hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut
juga terdapat didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.
Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah
terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
KesejahteraanAnak.*3

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan
bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan
suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik
atau mental. Negara dan pemerintah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan
kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atauorang
lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, negara dan pemerintah harus
hadir mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.**

Kehadiran undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan
anak merupakan bentuk penegasan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan
negara dalam memberikan perlindungan kepada anak yang merupakan rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak anak sehingga harus
dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan
perkembangan anak baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal tersebut
dimaksudkan untuk mewujudkan kehiudpan yang terbaik bagi anak sebagai penerus cita-
cita bangsa di masa yang akan datang, sehingga menjadi insan yang potensial, tangguh,

dilandasi dengan nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dalam menjaga kesatuan

42 Rahman Amin, Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan di Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish
Publisher, 2021), him. 196

43 Rifki Spetiawan Ibrahim, “Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, Lex Privatium, Vol. 5 No. 2, 2018, him. 54

4 Muhaemin B, “Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak”,DIKTUM: Jurnal Syariah dan
Hukum, Vol. 14 No. 1, 2016, him. 83-84
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dan persatuan bangsa dan negara.*®

Dalam berbagai literatur hukum Islam (figh) klasik, tidak ditemukan satu istilah
khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (figh) klasik
menggunakan istilah hadhanah dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan
anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), hadhanah
merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”.
Kata ini berasal dari al-hidhn,yang berarti al-janb (lambung atau rusuk), karena seorang
ibu yang menjadi hadhinah (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung
(pangkuan)-nya.Adapun menurut istilah, hadhanah berarti memelihara anak kecil, orang
yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan
untuk mandiri memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan,
makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.*®

Implementasi Hak Perlindungan Anak dalam hukum Islam terhadap pemenuhan
hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi
manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan
negara. Berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya
merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tangggung jawab
seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak. Dalam terminologi ushul figh,
perlindungan hukum terhadap hak anak selaras dengan tujuan hukum (magasid al-
shari’ah), yakni terhadap lima aspek (al-kulliyat al-khams atau ad-daruriyah al-khams).
Lima aspek perlindungan itu mencakup agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal(hifz
al-aql), keturunan (hifz an-nasl), harta (hifz al-mal).Eksistensi perlindungan hukum hak
anak dalam institusi keluarga menjadi sangat penting, karena keluarga dihadirkan dengan
prinsip mu asyarah bi al-ma ruf.*’

Hukum Islam datang ke dunia membawa misi perlindungan yang sangat mulia,
yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi, seperti Firman Allah dalam

Q.S. Yunus Ayat 57, yang bunyinya sebagai berikut:
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4 Rahman Amin, Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan di Indonesia, him. 205

%6 Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, al-Afkar: Journal for Islamic Studies,
Vol. 1 No.1, Januari 2018, him. 40

47 Karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem
Perundang-Undangan Hukum Negara”, Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Vol.
19 No. 1, 2020, him. 8-9
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Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan
penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta
rahmat bagi orang-orang yang beriman.*8

Keberpihakan Islam terhadap upaya perlindungan anak, benar-benar menjadi skala
prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan
diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang insan kamil dan ber- rahmatan lil

‘alamin. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak

dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang
ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.S. Al-An’am Ayat 140,

yang bunyinya:
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“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena
kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah
rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah.
Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk
memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Lebih istimewa lagi, Islam tidak
pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari
seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk
dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik

maupun mental dan sosialnya.*®

Hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak
dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang
mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Adapun hak perlindungan anak

dalam hukum Islam diantaranya:

1) Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan;
2) Hak untuk hidup;

3) Hak mendapat kejelasan nasab;

4) Hak mendapatkan pemberian nama yang baik;

48 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya Cet ke-XIl, (Bandung:
Diponegoro, 2011), him. 295

49 Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, Al-‘ddalah, Vol. 14 No. 2,
2017, him. 406-407
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5) Hak memperoleh ASI, Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk
mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun;

6) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan;
7) Hak anak dalam kepemilikan harta benda;
8) Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.°

Ulama figh sepakat bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib
karena apabila anak yang masih kecil belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan
baik,maka akan berakibat buruk pada diri mereka. Bahkan bisa menjurus kepada kehilangan
nyawa mereka. Oleh karena itu, mereka wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik
Perlindungan anak dalam Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak danperlindungan
anak dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas

dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam al-Quran dan hadits Rasulullah.®!

C. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pada akhir abad ke- 19 keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan
Amerika. Kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya makin meningkat.
Dalam menghadapi fenomena ini, dibentuklah pengadilan anak (juvenile court) pertama di
Minos Amerika Serikat tahun 1889. Pengaturannya didasarkan pada asas parens patriae
yang berarti “penguasa harus bertindak apabila anak- anak yang membutuhkan
pertolongan”. Sedangkan anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak
diberikan pidana melainkan diberi bantuan. Di Inggris, hal tersebut dikenal dengan hak
prerogatif raja atau parens patriae (melindungi rakyat dan anak- anak yang membutuhkan
bantuannya).>?

Menurut Nicholas Mc Bala masa kanak- kanak adalah “masa perkembangan hidup,
juga masa kemampuan terbatas untuk menyakiti orang lain.” Status dan kondisi anak di
Indonesia bersifat paradoks, anak adalah ahli waris dan pelopor masa depan bangsa. Situasi
anak anak- anak Indonesia masih dan terus memburuk, dunia anak yang semestinya
diwarnai dengan kegiatan bermain, mempelajari dan mengembangkan minat dan bakat

mereka untuk masa depan, realitas diwarnai dengan data yang kelam dan menyedihkan.>3

% Karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem

Perundang-Undangan Hukum Negara”, hlm. 9-10

51 Ida Friatna, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun

2008, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5 No. 2, 2019, him. 60-61

52 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), him. 415
53 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2010), him. 1
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Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya
untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal
tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap
anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwaperkembangan
kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya
tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan
pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja
perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa.
Di samping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu
tindak pidana tentunya juga berbeda.

Seorang anak (pelaku) yang diusianya yang masih sangat muda tetapi sudah berani
melakukan perbuatan yang melanggar hukum/ melakukan suatu tindak pidana, pada
dasarnya anak tersebut bukanlah seorang anak yang “jahat” sehingga kita tidak boleh terlalu
cepat memberikan label kepada anak tersebut sebagai seorang ‘penjahat’ atau label apa saja
yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial, karena pada
dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh
beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat.>*

Meskipun hukum pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi
penikmatan hak asasi seseorang, namun terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak
boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak non
derogable, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya
oleh Negara, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Terkait dengan seseorang yang
berkonflik dengan hukum: (1) Hak atas hidup; (2) Hak bebas dari penyiksaan; (3) Hak
bebas dari pemidanaanyang berlaku surut; dan (3) Hak sebagai subyek hukum, termasuk
hak nonderogable (Pasal 4 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik).>®

Salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi anak yang berkonflik dengan
hukum adalah melalui sistem peradilan pidana anak. Hal ini diharapkan dapat memberikan
perlindungan maksimal bagi kepentingan anak-anak yang harus hidup sebagai kepentingan
terbaik untuk kelangsungan hidup umat manusia. Tujuan pengorganisasian sistem
peradilan pidana anak bukan hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku

anak. Namun, lebih fokus pada premis bahwa pengenaan sanksi sebagai sarana mendukung

% Widya Romasindah Aidy, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”,
Jurnal Hukum Sasana, Vol. 5 No.1, 2019, him. 29
%5 1bid.
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dan mewujudkan kesejahteraan anak-anak yang melakukan kejahatan. Penanganan kasus
anak yang bertentangan dengan hukum (ABH).

Meskipun hukum pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi
penikmatan hak asasi seseorang, namun terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak
boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak non
derogable, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya
oleh Negara, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Terkait dengan seseorang yang
berkonflik dengan hukum: (1) Hak atas hidup; (2) Hak bebas dari penyiksaan; (3) Hak
bebas dari pemidanaanyang berlaku surut; dan (3) Hak sebagai subyek hukum, termasuk
hak nonderogable (Pasal 4 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik). Harus dibedakan
dari penanganan kepada orang dewasa. Harus ada pendekatan khusus dalam menyelesaikan
kasus-kasus anak yang melanggar hukum.%®

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, dia tidak hanya dimaknai
sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Tapi, sistem peradilan
pidana anak juga harus dimaknai mencakup akar permasalahan (root causes) mengapa anak
melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem
peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak
melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi
sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem
peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma, dan standar, prosedur, mekanisme
dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang
melakukan tindak pidana.®’

Pada tahun 2012 Pemerintah RI telah melakukan perubahan atas UU No. 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak (PA) dengan U no. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan
Pidana Anak (SPPA). UU SPPA ini merupakan pengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar
menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak sebelum ini dinilai sudah tidak sesuai dengan

kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan

% Mahendra Ridwanul Ghoni dan P. Pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan
dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 3,
2020, him. 333.

57 Angger Sigit Pramukti dan Faudy Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Penerbit
Medpress Digital, 2014), him. 16
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perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.*®
Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak (UU SPPA), yang dimaskud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi

menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi

korban tindak pidana, dan anak yang mnejadi saksi tindak pidana. yang dimaksud dengan
anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun
belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. sedangkan yang dimaskud
dengan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan
oleh tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan anak yang menjadi saksi tindak
pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang sutau
perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya.>®

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak, UU SPPA telah memberikan

beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5.

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak
dilaksanakan berdasarkan atas asas berikut:

a. Perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan
yang membahayakan anak secara fisik dan/ atau psikis.

b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminlan rasa
keadilan bagi anak.

c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan pada suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak,
urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/ atau mental.

d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu
mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk
berkepnetingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama
jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

f.  Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar
bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.

g. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang

%8 Suharsil, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan (Depok: Rajawali Pers, 2016), him. 78
% Dony Pribadi, “Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum”, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 3

No. 1, 2018, him. 19
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Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional serta
kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan
pidana.

h. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan
kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan,
profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.°

Dalam ketentuan pasal 5 UU SPPA mencantumkan dengan tegas bahwa:

1. Sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif.

2. Sistem peradilan anak sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi:

a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peaturan perundang- undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang- undang ini.

b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan selama proses
pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan
huruf (b) wajib di upayakan diversi.5!

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkutat pada
hak- haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif
(Restorative Justice). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan
bagian dari implementasi diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah
pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada
seseorang untuk memperbaiki kesalahan.®

Dalam berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses dialog antara
pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan
ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan
apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-
keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan
tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung
jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.
Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan

hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya restorative

80 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), him. 28
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justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).®®

Sejalan dengan pendekatan restorative justice, selanjutnya pada Pasal 7 UU
SPPA disebutkan bahwa:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan
negeri wajib diupayak diversi.

2. Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dala hal tindak pidana
yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.®*
Oleh karena itu, peerapan diversi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting
bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benarmemahamibagaimana

mekanisme penerapan diversi tersebut.

Kemudian dalam Pasal 6 UU SPPA dicantumkan tujuan dari diversi, yakni:
1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.

2. Menyelesaikan perakara anak di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.®

penyelesaian perkara pidana anak dengan restorative justice terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum disebut pula dengan mediasi penal. Mediasi penal dalam
hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi
dalam masyarakat. Secara konseptual, dikatakan oleh Stefanie Trankle dalam Barda
Nawawi Arief, mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja

(working principles) sebagai berikut:

1. Penanganan konflik (Conflict Handling/Konfliktbearbeitung): Tugas mediator adalah
membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat
dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah

menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

83 Randy Pradityo, “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.", Jurnal Hukum dan Peradilan.

Vol. 5 No. 3, 2016, him. 325

84 Suharsil, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, him. 79
% Ibid. Suharsil, 80
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2. Berorientasi pada proses (Process Orientation/Prozessorientierung): Mediasi penal

lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku

tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan,
ketenangan korban dari rasa takut, dsb.

3. Proses informal (Informal Proceedings/Informalitat): Mediasi penal merupakan suatu
proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang
ketat.

4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and autonomous
participation/Parteiautonomie/Subjektivierung): Para pihak (pelaku dan korban) tidak
dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang
mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka
diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.®®

Dalam mediasi penal maupun dalam restorative justice mengedepankan konsep
mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama dalam
penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui dalam
model penyelenggaraan restorative justice, sebagaimana dikatakan oleh DS. Dewidan
Fatahillah A. Syukur, berikut ini:

1. Victim Offender Mediation (VOM: Mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu
forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh
mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.

2. Conferencing yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini
terdapat perbedaan, yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanyamelibatkan pelaku dan
korban langsung (primary victim), tetapi juga korban tidak langsung (secondary
victim), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat
pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin
terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi
atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari
musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan
proses dan tujuan akhirnya.

3. Circles yaitu suatu model penerapan restorative justice yang pelibatannya paling luas

dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban,

% Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (Semarang: Pustaka
Masiter, 2012), him. 4-5
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pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa
berkepentingan dengan perkara tersebut.

Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan restorative justice
tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yangmenjadi variasi dari model dialog
yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah
restorative justice sebagai implementasi dari nilai dasa yang ada dalam masyarakat
Indonesia memiliki fondasi nilai yang kuat.®’

Penerapan restorative justice dalam upaya penyelesaian kasus anak yang
berhadapan dengan hukum dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, pelaku,
korban, danpihak-pihak terkait lainnya, dengan penekanannya kembali kepada keadaan
semula tanpaada unsur pembalasan. Jadi, upaya restorative justice merupakan keadilan
penyembuhan, pemulihan rasa keadilan, sehingga tidak ada lagi unsur balas dendam atau
unsur penghukuman terhadap pelaku.%

Selain itu, diversi dalam UU SPPA dilakukan untuk memberikan sanksi yang
bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu
tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu
sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversi
dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan
perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem
peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan
(retributivejustice) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (restitutive justice).®

Dalam rangka melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dan menerapkan
Integrited Criminal Justice System maka semua pihak yang terkaitdalam proses penegakan
hukum terhadap anak harus terlibat dalam pemenuhan jaminan hukum terhadap anak yaitu
polisi, jaksa, hakim dan pelaksana dari putusan pengadilan harus saling bersatu padu dalam
pelaksanaan menegakkan hukum dan keadilan yang terbaik bagi kepentingananak. Dalam
UU SPPA seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkanuntuk turut serta menyelesasikan
masalah anak. Semisal bagaimana aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman terlibat

aktif dalam menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana hingga menghasilkan

57'S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak
Indonesia, (Bandung: Indi Publishing, 2011), him. 9

8 Suharsil, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, him. 80-81

8 Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam
Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal llmu Hukum, Vol. 13 No. 1, 2019, him. 23
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putusan pidana.”

Tahapan proses peradilan perkara pidana anak melalui restorative justice
(diversi) diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU
SPPA).Berikut rumusan lengkapnya:

1. Ayat (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk
menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari
penuntut umum.

2. Ayat (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Hakim.

3. Ayat (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30
(tiga puluh) hari.

4. Ayat (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri.”*

Masalah perlindungan hukum bagi anak- anak yang berhadapan dengan hukum
dalam UU SPPA merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak

Indonesia.Ini menunjukkan perhatian serius bagi pemerintah terhadap hak- hak anak dan

perlindungannya terutama bagi anak pelaku tindak pidana, maka sangat perlu diadakan

perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana tersebut yang gunanya adalah sebagai
berikut:

1. Anak secara fisik dan mentalnya belum stabil.

2. Untuk menjamin anak terbebas dari hukuman (pidana) yang tidak manusiawi atau
merendahkan martabatnya.

3. Untuk menjamin bahwa pidana (hukuman) hanya diterapkan sebagai ultimum
remedium.’

Pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam menurut Abdul Qadir Audah
terdiri dari dua unsur yakni kemampuan berfikir dan kehendak. Para ulama juga berbeda
dalam menetapkan hukuman terhadap anak disebabkan perbedaan tingkatan-tingkatan
yang ada pada diri manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu dapat
membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya.”

Ada 3 masa yang dilalui manusia mulai dari lahir sampai dewasa, dari masa- masa

" Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan
pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak." Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1, 2014, him. 118

"L Randy Pradityo, “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm. 327-328

2 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), him. 101

8 Noercholis Rafid dan Saidah, “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Figih
Jinayah”, Jurnal al-Maiyyah, Vol. 11 No. 2, 2018, him. 330
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inilah bisa ditetapkan sanksi bagi seseorang:

a. Masa tidak kemampuan berfikir

Masa adanya ke tidak mampuan berfikir Masa dimana seseorang disebut belum
baligh atau belum mumayyiz. Karena pada masa ini bermula dari lahirnya seseorang
sampai mencapai usia (7) tujuh tahun. Meskipun realitanya terkadangseorang anak
sudah dapat membedakan sesuatu walaupun usianya belum mencapai 7 tahun, akan
tetapi ada juga yang mengalami keterlambatan dalam menentukan sesuatu ini
disebabkan oleh faktor individunya, lingkungannya dan kesiapan akalnya.Walaupun
kemampuan berfikir seseorang berbeda tidak berdasarkan usia, ulamatetap memberi
batasan kemampuan berfikir tidak pada individu seseorang akan tetapiberdasarkan usia
dan ketetapan ini berlaku secara umum. Hal ini dilakukan agar terjadi kepastian
hukum. Dengan adanya ketentuan seperti ini, maka akan memudahkan hakim dalam
memutuskan perkara."*Pada masa ini anak dianggap belum mumayyiz atau belum
dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Oleh karena itu, jika seorang anak
melakukan jarimah sebelum mencapai usia 7 tahun maka tidak dikenakan sanksi
pidana begitupun sanksi pengajaran. Anak tersebut dikembalikan pada orang tuanya
untuk di didik lebih keras lagi dan diawasi secara ketat. Meskipun pada masa ini
seseorang tidak dikenai sanksi pidana bukan berarti terlepas tanggung jawab. Anak
tersebut tetap dimintai pertanggungjawaban secara perdata yaitu ganti kerugian.
Karena pada dasarnya kaidah dalam syariat islam bahwaharta dan darah dijamin
kesematannya dalam syara’. Hal ini sesuai dengan magashidsyariah yaitu menjaga

nyawa dan harta.

b. Masa berfikir lemah

Masa ini dimulai pada usia 7 tahun sampai dia baligh. Secara umum, para ulama
memberikan batasan kedewasaan pada usia 15 tahun. Pada masa ini seseorang sudah
dianggap sudah dianggap mendekati kedewasaan meskipun perbuatannya belum
mencerminkan kedewasaannya. Ketika seseorang melakukan jarimah pada masa ini
maka tidak diberikan sanksi pidana baginya, melainkan sanksi pengajaran meskipun
sebenarnya itu juga merupakan hukuman juga, akan tetapi sanksinya itu bersifat
pengajaran bukan sanksi pidana. Dan hendaknya anak yang melakukan jarimah pada

masa ini tidak diberi sanksi takzir kecuali jika sanksinya itu bersifat teguran atau

7 1bid. Noercholis Rafid dan Saidah, him.330-331
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pukulan.

c. Masa kemampuan berfikir telah sempurna

Masa ini dimulai pada usia 15 tahun berdasarkan kesepakatan ulama secara
umum atau mencapai usia 18 tahun seperti batasan yang diberikan oleh Abu Hanifah
dan Imam Malik. Pada masa ini seseorang yang melakukan jarimah akan diberikan
sanksi pidana atas perbuatannya. Jika dia melakukan zina atau mencuri maka dikenai
sanksi hudud, jika dia melakukan perbuatan yang dikenai sanksi gishas maka akan

dikenai gishas atas perbuatannya.”

D. Penyebab Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Sebagai makhluk sosial, dalam kehiudpan sehari-hari maka baik penjahat maupun
anak itu hiudp di tengah-tengah masyarakat bersama-sama dengan suatu kelompok
tertentu. Seseorang yang normal mungkin tidak mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya
dengan kelompoknya. Namun tidak demikian apabila seseorang itu dalam kondisi atau
keadaan tidak normal, ia akan mengalami kesulitan menyesuaikan dirinya dengan
kelompok yang lebih besar. Dalam hal ini, Tanebaum berpendapat “most delinquencies are
comitted in groups; most criminals live in, operate with, and are supported bygroups”,
yang berarti kebanyakan kenakalan dilakukan dalam suatu kelompok, dan kebanyakan
kejahatan itu hidup, dilakukan, serta didukung oleh kelompok. Dengan demikian kelompok
di mana seseorang hiudp dan melangsungkan kegiatannya dapat berpengaruh terhadap
tingkah lakunya. Apalagi jika seseorang itu masih termasuk dalam kelompok anak yang
masih dalam proses pencarian kepribadiannya dan masih dalam tahap pencarian jati
dirinya. Mereka inilah yang dengan mudah dapat dipengaruhi ataupun diprovokasi oleh
hal-hal negatif yang menjurus pada pelanggaran, baik pelanggaran norma hukum maupun
pelanggaran norma yang lain.’®

Untuk memperjelas kajian tentang gejala kenakalan anak seperti yang diuraikan
sebelumhya, perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang
mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang
dilakukannya perbuatan itu. Dengan kata lain perlu diketahui motivasinya. Menurut Romli
Atmasasmita bentuk motivasi itu ada dua macam yaitu: motivasi intrinsik dan ekstrinsik.

Yang dimaskud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri

75 1bid. Noercholis Rafid dan Saidah, him. 332
6 Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Penerbit
Medpress Digital, 2014), him. 24
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seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, Sedangkan motivasi
ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar.”” Motivasi intrinsikdan ekstrinsik dari
kenakalan anak adalah:

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
a. Faktor intelegentia;
b. Faktor usia;
c. Faktor kelamin;
d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.’
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
a. Faktor rumah tangga;
b. Faktor pendidikan dan sekolah;
c. Faktor pergaulan anak;

d. Faktor mass media.”
Adapun penjabaran dari masing-masing faktor yang termasuk dalam motivasi

intrinsik dari kenakalan anak adalah:

1. Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler adalah
kesanggupan seseorang untuk meinmabng dan memberi keputusan.

Anak-anak nakal (delinquen) pada dasarnya mempunyai tingkat intelegensia
verbal lebih rendah dan tertinggal dalam pencapaian prestasi. Dengan kecerdasan yang
rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh

ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat.®°

2. Faktor Usia

Faktor usia adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan karena
pada dasarnya kejahatan akan mucul sesuai dengan usia dan tidak menutup

kemungkinan anak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum yang adakarena

" Liza Agnesta Krisna,Hukum Perlindungan Anak: Pamduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan
Hukum, him. 47

8 |bid. Liza Agnesta Krisna, him. 47

% Ibid, Liza Agnesta Krinsa, him. 48

8 |bid. Liza Agnesta Krisna, him. 48
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faktor usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah
melanggar hukum.

Bahwasanya usia bukan lagi batasan dalam melakukan tindakan yang dianggap
telah melanggar hukum dan hal tersebutlah yang dapat memicu kejahatan- bahwasanya
usia bukan lagi batasan dalam melakukan tindakan yang dianggap telah

melanggar hukum dan hal tersebutlah yang dapat memicu kejahatan- kejahatan atau

bahkan tindakan pidana lainya dapat terjadi pada seorang anak di bawah umur.8

3. Faktor Kelamin

Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh banyak laki- laki adalah
pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain
sebagainya. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan seorang perempuan adalah
perbuatan melanggar peratutan umum, pelanggaran kesusilaan seperti melakukan

persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan yang bebas.®?

4. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Pengertian dari hal tersebut adalah urutan kelahiran seorang anak dalam suatu
keluarga, dan mengenai kedudukan anak tersebut dalam suatu keluarga. Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Noach terhadap kriminalitas di indonesia dan telah
dikemukakan bahwa kebanyakan kejahatan tersebut dilakukan oleh anak pertama dan
anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu- satunya dari antarasaudara-
saudaranya (kakak maupun adiknya). Hal tersebut mudah untuk dipahami karena pada
dasarnya anak tunggal adalah anak yang paling dimanjakan oleh orang tuanya
sehingga pengawasan yang dilakukan sangat luar biasa, pemenuhankebutuhan yang
dilakukan dengan berlebih- lebih dan segala bentuk keinginan dapat dikabulkan oleh
orangtua, hal tersebut yang menjadi pemicu timbulnya cenderung dan frustasi

menimbulkan kejahatan yang dilakukan dalam suatu kemasyarakatan.%®

E. Dampak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berkaitan dalam hal penjatuhan vonis pidana penjara yang dijatuhkan terhadap

seorang anak, maka terdapat hal- hal yang akan timbul dan dikhawatirkan akan

81 Ria Juliana dan ridwan Arifin, Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum), Jurnal
Selat, Vol. 2 No. 2, 2019, him. 227-228

82 1bid.

8 Liza Agnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak: Pamduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan
Hukum, him. 51
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menimbulkan efek negative sehingga akan mempengaruhi kejiwaan atau mental anak yang
bersangkutan. Hal- hal yang dialami oleh narapidana anak, yaitu anak akan merasa
kehilangan kebebasan baik itu fisiknya maupun mental atau psikisnya, berikut ini dampak

anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut ini:

1. Psikologi anak yang berhadapan dengan hukum

Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum selesai menjalanipemeriksaan,

proses pengadilan dan akhirnya dijatuhi hukuman berupa penjara,

maka anak tersebut akan berstatus narapidana, dengan status narapidana tersebut anak
mendapatkan dampak buruk yang sangat memengaruhi hidupnya. Narapidana anak
akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga,
kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heterseksual,

kurangannya stimulasi dan gangguan psikologis.?*

2. Pandangan masyarakat anak yang berhadapan dengan hukum

Dalam pandangan masyarakat kedudukan anak berhadapan hukum memiliki
stereotype negatif, anak berhadapan dengan hukum tidak hanya dipandang sebagai
anak yang bermasalah, namun anak berhadapan dengan hukum bantak kehilangan hak
kehidupannya, salah satu contoh pernah mengenyam bangku pendidikan sekolah anak
berhadapan dengan hukum yang pernah menyandang status narapidana memiliki
kemungkinan yang sangat besar dikeluarkan opeh pihak sekolah. Katika anak
berhadapan dengan hukum label negatif sangat melekat padanya sebagai seorang
penjahat dan itu akan berpengaruh pada psikologis para anak berhadapan dengan

hukum.8®

3. Tingkah laku anak yang berhadapan dengan hukum

Dengan melihat pada masa hukuman yang dijatuhkan terhadap anak yang
terkadang dirasa sangat lama, ini akan berdampak serius pada diri dan tinkah laku anak
yaitu sebagai berikut:

a. Anak akan lebih memilih untuk menghindari dari keramaian atau kerumunan
orang dan memilih menyendiri yang terkadang akan dapat menyalurkan rasa

kekecewaan dan emosi yang menggebu, seperti dengan cara memukul- mukul

8 Yunisa Sholikhati dan Ike Herdiana, Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orangtua
atau Negara, Seminar Psikologi dan Kemanusiaan, 2015, him. 446
% bid.
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tembok agar dirinya merasa lebih tenang.

b. Tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dirinya sebagai seorang narapidana
merasa sangat malu dan tidak ingin bertemu dengan orang lain.

c. Menilai dirinya sendiri sebagai seorang yang jahat dan buruk karena berada dalam
penjara yang banyak dinilai orang sebagai penjahat.

d. Merasa sulit untuk menggambarkan perasaan atau keadaannya sekarang.%

8 Armenia Lorenza, Putusan Hakim Yang Mengesampingkan Pendekatan Restorative Justice Dalam Perkara
Anak Berhadapan Dengan Hukum, Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021, him. 16
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SANKSI PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN NO.192/Pid.Sus/2013/PN.SRG

A. Kronologi Perkara

Peristiwa balapan sepeda motor menggunakan uang taruhan terjadi atas kesepakatan
ke-empat terdakwa serta saksi dan pihak lawan yaitu "Yoga Motor" yang beralamat di
Mungkung, Jetak, Sidoharjo, Sragen, ajang tersebut dilakukan sebagai ajang mencari untung
melalui taruhan balap liar sepeda motor. Ajang balapan sepeda motor dengan uang taruhan
tersebut dilakukan oleh ke-empat terdakwa, yaitu Muchlis, Muhammad Asep, Muhammad
Solikin, Bayu, dan saksi bernama Joko Setiawan dengan pihak lawan dari bengkel “Yoga
Motor”. Sebelum melakukan balapan sepeda motor dengan uang taruhan para terdakwa dan
pihak lawan bertemu di depan SMA Negeri 3 Sragen untuk bermusyawarah lalu bersepakat
melakukan balapan liar sepeda motor pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitra pukul
16.00 WIB di Jalan Raya Ringroad utara, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten
Sragen. Para pihak menyetujui balapan liar sepeda motor menggunakan uang taruhan sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing—masing pembalap atau pihak
terdakwa dan pihak lawan mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu rupiah) dan uang tanda jadi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
untuk uang tanda jadi tersebut akan hangus jika salah satu pihak mengundurkan diri. Apabila
pihak lawan mengundurkan diri maka pihak mereka terdakwa akan mendapat tiga kali lipat
dari uang taruhan.®’

Kemudian ke-empat terdakwa dan pihak lawan melakukan pengecekan pada sepeda
motor yang akan di gunakan untuk balapan, setelah sebelumnya bersepakat tentang uang
taruhan dan tempat balapan sepeda motor. Pihak terdakwa menggunakan sepeda motor
Suzuki Satria F warna putih Nopol AD 2801 RY milik terdakwa Muchlis dan yang
mengendarai terdakwa Bayu, sedangkan untuk pihak lawan dari bengkel “Yoga Motor” yang
menjadi joki menggunakan sepeda motor Satria F merah. Balapan sepeda motor dilakukan
dengan mengadu kecepatan sepeda motor yang dikendarai. Sehingga, apabila salh satu pihak
mencapai garis finish terlebih dahulu, maka ialah yang berhak atas yang taruhan sesuai

dengan perjanjian yang dilakukan sebelum balapan sepeda motor dilakukan.

87 putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg., him. 5
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Pihak terdakwa mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu saksi Joko Setiawan sebesar Rp. 5000,- (lima
ribu rupiah), terdakwa Muhlis Eko Nurdianto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
terdakwa Muhammad Solikin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa
Muhammad Asep Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk sisa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua
puluh lima ribu rupiah) tidak mengetahui siapa yang ikut membayar iuran, uang hasil iuran
untuk taruhan tersebut diserahkan terdakwa Muhammad Solikin, sedangkan untuk pihak
lawan tidak mengetahui siapa yang membawa uang taruhannya, uang taruhan sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibawa masing—masing pihak untuk
diserahkan kepada pemenang balapan sepeda motor.%8

Terdakwa Bayu menjadi joki dalam balapan sepeda motor tersebut, sehingga apabila
dalam balapan tersebut terdakwa Bayu menang, maka mendapat bagian uang sebesar Rp.
20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena uang taruhan sedikit yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua
ratus lima puluh ribu rupiah), perjudian tersebut sifatnya hanyalah untung—untungan dan
tidak dapat ditentukan pemenangnya serta terdakwa mengetahui kalau permainan judi balap
motor tersebut dilarang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang akan tetapi para
terdakwa tetap ikut permainan judi tersebut, sekiranya pukul 22.00 wib pihak terdakwa dan
pihak lawan sudah berkumpul di jalan raya ringroad utara Desa Sidoharjo, Kec. Sidoharijo,
Kab. Sragen selanjutnya pihak saksi Joko Setiawan dan terdakwa Bayu dan pihak lawan
“Yoga Motor” sudah berada di posisi start dan masing-masing sudah menyalakan suara mesin
sepeda motor namun waktu akan mulai balapan sepeda motor petugas Polisi dari Polres
Sragen datang langsung melakukan penangkapan kepada semua yang berada di tempat itu
termasuk juga penonton. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti uang taruhan
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor
Suzuki Satria F warna putih Nomor Polisi AD 2801 RY selanjutnya para terdakwa dan barang
bukti dibawa ke Polres Sragen.®°

Kronologi kejadian di atas dirangkum dari putusan Pengadilan Negeri Sragen. Dalam
tahapan persidangan ini, para terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Selama
persidangan para terdakwa didampingi oleh masing-masing orangtuanya dan Petugas
Pembimbing Kemasyarakatan Surakarta. Hal tersebut terjadi lantaran para terdakwa merasa

cukup atas pendampingan yang ada.

8 pytusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg., him. 6
8 putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg., him. 8
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B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Menurut J. C.T. Simorangkir, bahwa dakwa berarti tuduh, mendakwa berarti
menuduh demikian juga terdakwa berarti tertuduh, demikian pula menurut A. Karim
Nasution memberikan definisi surat dakwaan atau tuduhan, yaitu suatu surat atau akta
yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang
sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan
dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa
dapat dijatuhi hukuman. Adapun definisi lain diberikan oleh I. A. Nederberg, bahwa surat
dakwaan sebagai surat yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi
pemeriksaan hakim.%

Berdasarkan dari kronologi yang telah diungkapkan sebelumnya, Penuntut Umum
dalam persidangan mendakwa para terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan secara
alternatif merupakan kawaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya,
ditandai dengan kata “atau”.

Menurut van Bemmelen, dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka
masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat
mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan
bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang
dakwaan pertama.® Tujuan dari dakwaan alternatif untuk menghindari pelaku terlepas atau
terbebas dari pertaggungjawaban hukum pidana dan sebagai pilihan bagi hakim dalam
menerapkan hukum yang tepat.®*

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini yang kesatu adalah didakwa
melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP hal tersebut dikarenakan
perjudian balap motor tersebut dilakukan tanpa mendapat izin yang berwenang dan
dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk
bermain judi. Sehingga berdasarkan dakwaan yang pertama, ke-empat terdakwa diancam
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

% Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, (Jakarta:Kencana, 2014), him.
172.
% M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika,

2000), him. 401

9 Tim Edaksi BIP, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Bhuana IImu Populer, 2017), him. 124
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Dalam dakwaan kedua, ke-empat terdakwa didakwa melakukan tindak pidana
dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, hal tersebut di karenakan perjudian yang
diselenggarakan tersebut selain tidak mendapatkan izi dari pihak yang berwenang, juga
diakibatkan karena perjudian balap motor tersebut diadakan di jalan umum atau yang
dapat dikunjungi umum.

Dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak perlu dilihat dalam
perspektif hukum yang berbeda dibandingkan kasusu hukum biasa dari segi yang
melakukan kejahatan. Hal tersebut karena pelaku masih dikategorikan belum dewasa
secara usia karena belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah,
sehngga prosedur hukum yang diterpkan belum selayaknya seperti orang dewasa.
Apabila, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya sesai dengan Pasal 303 bis Ayat
(1) ke-2 KUHP, maka Jaksa Penuntut Umum maupun putusan yang diambil oleh Majlesi
Hakim juga harus berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
dalam Pasal 64 yang menyaktakan scara tegas bahwa penjatuhan sanksi yang tepat adalah
untuk kepentingan terbaik bagi anak.®

2. Tuntutan

Tuntutan hukum tidak secara khusus diatur dalam undang-undang (seperti surat
dakwaan), tetapi biasanya memuat suatu kesimpulan oleh penuntut umum yang isinya
berdasarkan proses pembuktian, yaitu apakah ketentuan atau pasal-pasal yang
didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Maka apabila terbukti, maka telah
disebutkan berapa lama ancaman hukumannya yang dapat dijatunkan kepada terdakwa.®*

Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan dakwaan ke-dua,
sebagaimana diancam dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP. Dalam pasal tersebut
dapat menjerat seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan main judi di jalan
umum atau pinngir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau
ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin dari penguasa yang
berwenang. Adapun ancaman pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP
menerangkan bahwa terdakwa akan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun atau pidana paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Maka, berdasarkan
tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum para terdakwa terbukti melakukan
tindakan ilegal berupa bermain judi ditempat yang dikunjungi oleh umum, yaitu jalanan

umum. Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan tuntutan yang pada pokoknya

% Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
%“Andi Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., him.342
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menjatuhkan para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan
dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan.

Selain itu, Penuntut Umum juga menetapkan 3 (tiga) buah barang bukti, yaitu 1
(satu) unit sepeda motor Satria F warna putih Nopol AD 2801 RY Tahun 2011 beserta
STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada pemilik Terdakwa Muchlis Eko Nurdianto
Bin Sunardi Mushli Fatoni. Selain itu Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah) dirampas untuk Negara,dan membebankan kepada Para Terdakwa untuk
membayar biaya masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).%

Tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 303
bis Ayat (1) ke-2 KUHP karena, bila ke-empat terdakwa dituntut dengan dakwaan yang
pertama dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dalam unsur barang siapa tanpa mendapat
ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk
bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sudah terbukti.
Namun, karena TKP dalam permainan judi balapan sepeda motor yang dilakukan oleh
para terdakwa di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum,
maka dakwaan pertama kurang relevan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.
Selain itu, hanya para terdakwa dan pihak Yoga Motor saja yang melakukan permainan
judi balapan sepeda motor, selebihnya saksi yang dihadirkan hanya sebagai penonton saat
diadakan balapan sepeda motor tersebut.

C. Amar Putusan dan Pertimbangan Hakim

Setelah proses pemeriksaan di persidangan sudah selesai, maka menurut Pasal 182 Ayat
8 KUHAP, bahwa “jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang
menyatakan abhwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya
sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas
permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan
alasannya. Selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah dengan tujuan untuk
mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan diambil atau dijatuhkan terhadap
terdakwa dalam perkara pidana. Dalam musyawarah Majelis Hakim tersebut didasarkan atas
surat dakwaan penuntut umum, pleidoi, nader requistoir, serta fakta-fakta yang terungkap

dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.%®

% putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg., him. 26
% Andi Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., him. 346
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Dalam putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor192/Pid.Sus/2013/PN.Srg tersebut,
Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian keadilan dalam
suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, Dengan demikian,
putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori keadilan, yaitu keadilan menurut
kehendak undang-undang yang harus dijalankan. Dalam memutus suatu perkara pidana,
hakim mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis, hal-hal yudiris diantaranya adalah
terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, keterangan saksi, keterangan terdakwa,
dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis diantaranya latar belakang perbuatan
terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi
terdakwa. Dalam hal perkara anak hakim sangat mempertimbangkan bahwa anak adalah
generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu untuk merubah diri dalam perjalanannya
menjalani ~ hukuman  yang  diberikan. °"  Sehingga,  dalam  perkara

Nomor192/Pid.Sus/2013/PN.Srg diputus dengan putusan sebagai berikut:

Menyatakan Para Terdakwa I.Muchils Eko Nurdianto Bin Sunardi, Il. Muhammad
Asep Bin Saarjono. I1l. Muhammad Solikin Bin Warjito dan 1VV. Bayu Pamungkas Bin Jailani
masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Turut Serta Bermain Judi Yang Diadakan Dijalan Umum, Sedang Untuk Itu tidak ada [jin
Dari Penguasa Yang Berwenang” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum,
Menjatuhkan pemidanaan oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan
pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan; Menetapkan lamanya Para Terdakwa
ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Para

Terdakwa tetap ditahan,Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih No.Pol.: AD 2801 RY tahun2011
beserta STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada Terdakwa MUCHLIS EKO
NURDIANTO BIN SUNARDI MUSLIH FATONI;

b. Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk
Negara;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-

masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

% M. Aidil, Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila dalam
Perspektif Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang —Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/Pn. Tng), Rechtsregel: Jurnal
Ilmu Hukum, Vol 3 No. 1, Agustus 2020, him. 167
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Setelah pembacaan putusan tersebut, para terdakwa serta Penuntut Umum tidak
menolak putusan tersebut atau tidak melakukan upaya hukum banding, karena antara
Penuntun Umum dan para terdakwa menerima putusan tersebut, adapun selama persidangan
hingga putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, ke-empat terdakwa tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum, melainkan sudah merasa cukup didampingi oleh orangtua dan Petugas
Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan.

Terkait putusan tersebut, Majelis Hakim telah menimbang dari berbagai aspek yang
dibutuhkan antara lain telah surat dakwaan, mendengar pernyataan para saksi, keterangan
terdakwa, dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim dalam membuktikan
tuntutan tersebut menggunakan unsur-unsur sesuai dengan Pasal-Pasal dalam dakwaan kedua
sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. lkut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

3. kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan
perjudian itu;

Berdasarka fakta yang terungkap di persidangan ke-empat terdakwa yaitu Muchlis
Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, Muhammad Asep Bin Sarjono, Muhammad
Solikin Bin Warjito dan Bayu Pamungkas Bin Jaelani sesuai dengan identitas lengkap
masing-masing dalam surat dakwaan serta lampiran berupa akta kelahiran masing-masing
terdakwa belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi telah berusia lebih dari 12
(dua belas) tahun. Sehingga perkara ini dapat dikategorikan sebagai perkara anak, maka
proses peradilannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak. Walaupun ada pembaharuan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, namun saat tindak pidana ini terjadi
pada tahun 2013, UU SPPA belum diberlakukan. UU SPPA diberlakukan mulai 30 Juli
2014.% Sehingga, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1997
menyebutkan: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah
kawin. % Maka berkenaan dengan pertimbangan tersebut, menurut Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor : 1/PUU-VIII/2010, menyebutkan bahwa yang dikategorikan sebagai

“Anak nakal” merupakan justifikasi yang dapat dilakukan melalui sebuah proses peradilan

% JDIH BPK RI, “Database Peraturan” , https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-
2012, diakses pada 21/05/2022
% Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg., him. 31
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yang standarnya akan ditimbang dan dibuktikan dimuka hukum, dengan perubahan batasan
pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun.

Kemudian, Majelis Hakim dalam memutus putusan tersebut selain mempertimbangkan
usia para terdakwa yang masih tergolong usia anak, juga mempertimbangkan persoalan
hukum para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah
melakukan permainan judi balapan sepeda motor yag diadakan pada tanggal 04 Juni 2013,
masing-masing telah ikut melakukan taruhan balapan liar dijalan raya Ringroad Utara
Desa/Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen yang merupakan jalanan umum atau tempat
umum yang bisa dilalui orang-orang umum siapapun tanpa kecuali. Selain itu, perbuatan
taruhan balapan liar yang dilakukan oleh para terdakwa masuk dalam kategori bermain
judi.® Apabila dilihat dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP, maka masuk dalam kategori
bermain judi, yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung
kepada untung-untungan saja dan permaian tersebut adalah pengharapan para terdakwa jadi
bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan perbuatan yang dilakukan oleh
para terdakwa berupa balapan liar juga merupakan suatu pertaruhan tentang keputusan
perlombaan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut ke-empat terdakwa memenuhi unsur “ikut
serta main judi dijalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum” sebagai unsur
untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Selain hal-hal di atas, karena perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan
berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan diketahui bahwa permainan judi balapan
sepeda motor tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sehingga, ada
atau tidaknya izin dari penguasa yang berwenang menjadi unsur untuk menentukan apakah
suatu perbuatan tersebut diatas melawan hukum atau tidak, apabila ada ijin dari penguasa
berwenang berarti merupakan perbuatan yang bukan melawan hukum, tetapi apabila tidak
mendapat ijin dari penguasa yang berwenang, berarti merupakan perbuatan melawan hukum.

Maka, unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.'%

Dalam hal perakara merupakan perkara anak, maka apabila merujuk pada
UndangUndang yang berlaku saat terjadinya tindak pidana dan persidangan, maka sesuai
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Bab IlI: Pidana dan

Tindakan, maka :

100 pytusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg., him. 34
101 pytusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg., him. 35



47

Pasal 22

Bahwa terhadap Anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan

dalam undang-undang ini.

Pasal 23

(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana
tambahan;

(2) Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah: a. Pidana Penjara,
b. Pidana Kurungan, c. Pidana Denda atau d. Pidana Pengawasan;

(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) terhadap Anak Nakal
dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu
dan atau pembayaran ganti rugi.

Sehingga, berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, dan mempertimbangkan
bahwa para terdakwa telah berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
kepada para terdakwa Majelis Hakim akan memutus pidana/pemidanaan untuk kepastian

hukum terhadap proses penahanan yang sedang dijalankan oleh para terdakwa.

Sebelum Majelis Hakim memutus untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,
Majelis Hakim terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan

dan hal-hal yang dapat meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :
Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah tidak ikut serta dengan program pemerintah yang

giat memberantas penyakit masyarakat, dimana judi termasuk didalamnya;

2. Bahwa sebagai generasi muda seharusnya memberi contoh yang baik kepada

masyarakat.
Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang

perbuatannya;
2. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

3. Bahwa Terdakwa | statusnya adalah mahasiswa yang akan melanjutkan studinya,
Terdakwa Il dan 11 statusnya sebagai pelajar Sekolah Menengah Atas yang ingin segera
masuk sekolah dan Terdakwa IV adalah sudah bekerja dan merupakan salah satu

tumpuan keluarganya;
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4. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji dikemudian hari tidak akan

melakukan suatu perbuatan pidana lagi.

Ketika anak terkena kasusu tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang
berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak

pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah
tindak pidana perjudian, terlebih lagi tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak di bawah
umur, meskipun pelaku tindak pidana itu masih tergolong anak di bawah umur tetapi yang
mereka lakukan merupakan suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang harus
dipertanggungjawabkan. Ketidakstabilan emosinya dapat melatarbelakangi seorang anak
melakukan tindak pidana perjudian, sehingga anak yang di bawah umur tersebut harus
berhadapan dengan hukum yang tidak pernah terbayangkan dalam dirinya. Pengkajian
terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan anak di bawah umur tersebut tidak lepas

dari gejala sosial yang terdapat dilingkungan kehidupan anak tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur tentang
hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak yang harus dibedakan dengan orang dewasa.
Sanksi terhadap anak berdasarkan perbedaan umur anak, yang berarti dalam hal ini adalah
pengertian tentang anak dimana memuat Pasal 1 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak adalah:

“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8§ (delapan)

tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah
menikah.”

Dalam perkara No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg. penjatuhan sanksi pidana yang telah
ditetapkan dalam undang-undang kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada
pelaku perbuatan berdasarkan dakwaan. Hak dan kekuasaan negara tersebut merupakan suatu

kekuasaan yang sangat besar, namun harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.'%?

Sehingga, hakim ketika akan menarik dan menetapkan amar putusan, terlebih dahulu
haruslah mempertimbangkan dengan benar dan tentang manfaat apa yang akan dicapai dari
penjatuhan sanksi pidana yang diberikan (dengan melihat dari segi jenis hukuman dan berat
ringannya hukuman), baik dampak bagi terdakwa, maupun dampak bagi masyarakat dan

negara. Dalam keadaan tersebut teori hukum pidana dalam pemidanaan sangat dibutuhkan

102 Adam Chazwi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), him. 155
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sebagai salah satu bahan acuan ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan Hakim saat akan
menjatuhkan pidana, apakah berat atau ringan seringkali bergantung pada pendirian

mengenai teori pemidanaan yang dianut.

Pemidanaan dalam hukum diartikan sebagai suatu cara atau proses untuk menjatuhkan
sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun
pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. % Penghukuman yang
di maksud dalam hal ini ialah berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan
pembenar (Justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang setelah dinyatakan secara

sah dan meyakinkan dengan terbukti melakukan kejahatan tindak pidana.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, oleh karena
pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori
tentang pemidanaan. Dalam teori-teori yang termasuk dalam golongan teori tujuan telah
membenarkan perlindungan kepada masyarakat atau pencegahan untuk dapat terjadinya
suatu tindak pidana. Dan bagi pelaku tindak pidana tidak akan lagi mengulangi

perbuatannya.*%4

Dalam kasus perjudian permainan balapan sepeda motor, ke-empat terdakwa dalam
fakta-fakta persidangan terbukti masih berusia anak. Sehingga berdasarkan prinsip keadilan,
pemidanaan dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir. Dengan menyadari bahwa anak
melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya, tetapi sesungguhnya
meurpakan koerban dari lingkungan sosialnya.® Oleh karena itu, selain diadili, dalam
hukum nasional juga harus dilindungi agar tidak semakin jauh terjebak dalam tindakan yang
tergolong kriminal. Maka, dalam proses pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum,
harus memperhatikan pesan dalam Pasal 37 Konvensi Hak Anak, yang bunyinya adalah

sebagai berikut:

(@) Tidak seorang anak pun akan mengalami siksaan atau kekejaman-kekejaman lainnya,
perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Baik

hukuman mati atau hukuman hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dinekana

103 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1984), him. 1

104 perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik
Hukum dan Pemidanaan), (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional,
2008), him. 83.

105 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), him. 111.
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untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang yang berusia di bawah delapan belas

tahun;

(b) Tidak seorang anak pun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-
wenang. Penangkapan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang
dan akan diguanakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat

dan layak;

(c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan
dengan menghormati martabat seorang manusia dan dengan cara yang memberi
perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Secara khusus, setiap anak
yang dirampas kebebasannya akan dipisahkan dari orang dewasa kecuali bila tidak
melakukannya dianggap sebagai kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan,
dan anak mempunyai hak untuk terus mengadakan hubungan dengan keluarganya

melalui surat-menyurat atau kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa;

(d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan mempunyai hak untuk segera
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain yang layak dan memunyai hak
untuk menantang keabsahan perampasan kebebasan itu di depan pengadilan atau
penguasa lain yang berwenang, bebas, dan tidak memihak, dan berhak atas keputusan

yang cepat mengenai tindakan tesrebut.%

Selain pemidanaan anak harus memperhatikan pesan yang terkandung dalam Konvensi
Hak Anak di atas, dalam pertimbangan hakim pada putusan perkara No.
192/Pid.Sus/2013/PN.Srg juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 18 dinyatakan bahwa: “Setiap anak yang menjadi
korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”
Dalam prosesnya para terdakwa merasa cukup didampingi oleh orang tua dan Petugas
Pembimbing Kemasyarakatan Surakarta. Sehingga, dalam hal ini peran orangtua dan
lembaga terkait sangat diperlukan dalam proses pemidanaan anak yang berhadapan dengan
hukum. 7 Harus diakui, hingga saat ini kebijakan tentang anak, khususnya perlindungan
bagi anak yang berada dalam sistem peradilanbukanlah kebijakan yang popular ditengah

sorotan masyarakat, sehingga peran serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) baik di dalam siding

him.

him.

106 |bid., Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan,
112
107 Ibid. Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan,
113
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maupun diluar sidang akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara-

perkara anak yang berhadapan dengan hukum.%

Pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana,
baik pokok maupun tambahan. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, pidana pada
persidangan anak diatur dalam ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23. Sedangkan dalam Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 terdapat dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan dari Pasal
69 sampai dengan Pasal 83.1%° Untuk lebih jelasnya perbedaan tersebut dapat dilihat dalam

tabel di bawah ini:

Undang-Undang No. 3 Tahun
1997

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Pidana Pokok

Pidana Pokok

a. Pidana penjara
b. Pidana kurungan
c. Pidana denda; atau

d. Pidana pengawasan

. Pidana peringatan
. Pidana dengan Syarat

1) Pembinaan di luar lembaga

2) Pelayanan masyarakat; atau

3) Pengawasan

c. Pelatihan kerja
d. Pembinaan dalam lembaga; dan

e. Penjara

Pidana Tambahan Pidana Tambahan

a. Perampasan barang- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari
barang tertentu dan atau tindak pidana atau
b. Pembayaran ganti rugi b. Pemenuhan kewajiban

Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana
dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara Anak Nakal dapat
dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti

rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim harus memperhatikan berat ringannya

108 Fransiska Novita Eleanora, “Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana”, Lex
Jurnalica, Vol 10 No. 3, 2013, him. 178-179
199 Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Op. Cit., him. 86-87
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tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan
keadaan anak, keadan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan anggota
keluarga, keadaan lingkungan, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Secara gradual,
jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Pasal 2232 Undang-undang No. 3 Taun 1997
dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana
pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdri dari Pidana penjara; Pidana kurungan;
Pidana denda; Pidana Pengawasan Pidana Tambahan terdiri dari Perampasan barang-barang

tertentu Pembayaran ganti rugi. *'° Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah:

1) Mengembalikan Kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan

kerja;

3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang

bergerak dibidangpendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Pada asasnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (lus Commune) maka pengadilan
Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, komulasi 2 (dua)
pidan pokok diarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana
(Pasal 1 Angka 2 huruf a UU No. 3 Tahun 1997) Hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana
pokok atau tindakan sedangkan terhadap anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan
terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 Ayat (2)
huruf b UU No. 3 Tahun 1997) Hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1),
(2) UU No. 3 Tahun 1997. Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat
dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan
yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Hakim juga wajib memperhatikan keadaan
anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggaota keluarga
dan lingkungannya. Demikaian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing

Kemasyarakatan.!!

Jenis pidana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam

perkara No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg adalah pidana pokok berupa pidana penjara selama 2

110 Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah
Hukum dan Keadilan, Vol 6 No. 1, 2016, him. 70

111 1bid.
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(bulan) bulan. Jenis pidana yang berlaku bagi orang dewasa berlaku juga untuk anak, hanya
diperbedakan lamanya atau jumlahnya. Dalam Pasal 303 bis Ayat (1) disebutkan bahwa bagi
siapa yang terbukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam Pasal 303 bis
Ayat (1) maka akan diancamkan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau

pidana dengan paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa yang masih tergolong

usia anak, maka pidana yang dikenakan tentu jauh berbeda dari yang seharusnya.

Penjatuhan sanksi yang diberikan kepada para terdakwa sesuai pasal yang dilanggar
dianggap sudah dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Hukuman tersebut diberikan
bukan hanya semata-mata sebagai balasan dari perbuatannya, tetapi Hakim telah
mempertimbangkan beberapa aspeksebelum menjatuhkan hukuman dengan tetap
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.
Hukuman 2 (dua) bulan yang diberikan kepada masing-masing terdakwa dianggap sudah
mampu membuat para terdakwa untuk menjalani hukuman yang setimpal dan merenungi
perbuatannya sehingga kelak jika masa hukumannya telah selesai dia bisa berubah. Hakim
juga mengambil pertimbangan bahwa jika melihat catatan kriminal para terdakwa, keempat
terdakwa tersebut sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana atau kejahatan
sehinggan dengan alasan inilah yang dapat mengurangi masa hukuman yang seharusnya

diberikan sesuai dengan undang-undang dikurangi dengan yang dijatuhkan.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun
dari segi pertanggungan jawab pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah
diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan

merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) bilamana upaya lain tidak berhasil.

Undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang hak asasi
manusia telah mengatur mengenai konsep ini. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali
jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah
demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakanpertimbangan terakhir. Selanjutnya
penegasan tentang hal ini juga diatur dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 dan Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia. Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau
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tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan

hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.'*2

Dalam penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka
ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan. Sebagaimana
ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, bahwa tidak seorang pun akan dirampas
kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang.Penghukuman terhadap seorang
anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling
pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi,
serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus
terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang

bersangkutan.t3

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA
merupakan landasan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi pidanauntuk
penyelesaian kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yangditerapkan terhadap anak

yang berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali.''*

Maka, dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat
ketenuan pidana khusus yang tercantum dalam Bab XII Pasal 96 sampai dengan Pasal 101
yang mana tidak terdapat dapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak!®® yang memuat tentang ketentuaj pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum

dalam peradilan anak.

112 Bilher Hutahean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.”, Jurnal Yudisial, Vol. 6
No. 1, 2013, him. 73-74

13 ypid., him. 78

114 Laila Dyah Rachmawati, “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum, Vol. 7 No.1,
2021. HIm. 121

115 Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Op. Cit., him. 47



BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI PERJUDIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SRAGEN
No. 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg

A. Prespektif Perlindungan Anak

Sedikitnya pemahaman orang dewasa terhadap pengaruh perjudian terhadap
perkembangan anak merupakan hal yang sangat disayangkan. Beberapa efek buruk dari
perjudian yang dilakukan oleh anak seperti banyaknya anak yang putus sekolah, motivasi
belajar anak yang rendah, prestasi belajar anak yang menurun, dan ketersediaan fasilitas

belajar yang tidak memadai.

Bisa kita ketahui bersama bahwa segala bentuk pertaruhan yang di dalamnya
mengandung unsur pengharapan untuk menang, terjadinya pertaruhan, serta adanya
permainan dan untung-untungan di dalamnya itu termasuk ke dalam kategori perjudian.
Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:*

Tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung
pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar
karena sipemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian
pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh

mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Maka, berdasarkan ketentuan tersebut maka jika ada anak yang sengaja ikut dalam
permainan pertaruhan dapat dijerat dengan pasal perjudian. Oleh karena sebagai subjek
hukum anak-anak belum terikat hak dan kewajiban yang sepenuhnya mengikat, maka ketika
ada anak yang terlibat dalam suatu kasus hukum atau anak sebagai pelaku kejahatan,

membutuhkan penanganan yang khusus.!’

Anak-anak dianggap belum mampu menyadari akibat dan kosekuensi dari perbuatan
yang melanggar hukum dan memungkinkan terjadinya kerugian, ketidak seimbangan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penangkapan dan penahanan terhadap

anak pelaku tindak pidana jika dilihat dari kacamata sosial tentu saja sangat jauh dari rasa

116 Tim Redaksi BIP, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), him. 124
117 Halimah Humayrah Tuanaya, dkk, Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak
Pidana Perjudian, Rechtsregel: Jurnal llmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Agustus 2021, him. 55
55
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keadilan. Tanpa disadari anak-anak akan menerima begitu berat dan begitu banyak
konsekuensi atau akibat hukum dari perbutanan yang mereka lakukan. Namun demikian,
hukum harus ditegakan, mengingat asas equality before the law yang berarti semua orang
sama kedudukannya dimata hukum, yang berarti kosekuensi tersebut harus diterima sebagai

bentuk perwujudan persamaan hukum bagi setiap masyarakat.'*®

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana apabila sesorang
telah melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut haruslah bertanggung jawab sesuai
dengan hukum yang berlaku, begitu pula apabila pelakunya adalah seorang anak, maka anak
tersebut juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tak terkecuali bagi anak yang
melakukan tindak perjudian. Larangan tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 dan
Pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga, atas larangan
tersebut perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana yang seyogyanya diganjar dengan

sanksi pidana atas tindakan yang dilakukan tersebut.

Dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
hanya membahas tentang larangan tindak pidana perjudian secara umum, tanpa
mencantumkan perbedaan hukuman apabila tindak pidana perjudian tersebut dilakukan oleh
pelaku yang masih di bawah umur. Sehingga, dalam memutus suatu tindak pidana perjudian
yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan UU SPPA.

Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada
seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan
adanya sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.
Mengutip pendapat Ali Mahrus, bahwa sanksi pidana dapat disimpulkan sebagai pengenaan
suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau
perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang
secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut

diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.*®

Dalam prespektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum
dikategorikan sebagai anak dalam situasi yang khusus. Berdasarkan Pasal 59 Undang-
Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak yang berhadapan

118 |bid., Halimah Humayrah Tuanaya dkk. Im 55-56
119 Tian Terina dan Fathur Rachman, Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier, (Malang:
Ismaya Publishing, 2020), him. 29
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dengan hukum merupakan bagian anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak yang
berkonflik dengan hukum adalah anak yang kebutuhan-kebutuhanya tidak terpenuhi, sering
mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga dan membutuhkan
perlindungan dan keamanan diri. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal membina dan

memberikan perlindungan kepada anak.'?

Menurut Pasal 26 ayat (1) huruf a UndangUndang No.23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak disebutkan bahwa:
Orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak.

Selain Pasal di atas, memuat pula Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak yang
telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut dicantumkan, bahwa penyelenggaraan Perlindungan
Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar

Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:*?!

a. Non diskriminasi;
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
d. Penghargaan terhadap anak.
Namun keempat prinsip dasar tersebut kerap diabaikan terutama bagi pelaku tindak
pidanaanak yang menurut Undang-Undang Pengadilan Anak disebut Anak Nakal, sedangkan

menurut Undang-Undang Perlindungan Anak disebut Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Tujuan diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
tercantum dalam alinea keenam penjelasan umum dari undang-undang tersebut, ialah untuk
lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya
yang masih panjang. Selain itu untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui
pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung

jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.'?

Maka, dari penjelasan dalam undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa, maksud
menjatuhkan sanksi terhadap anak adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan

terhadap tindakannya yang bertentangan dengan hukum, akan tetapi lebih diharapkan agar

120 Halimah Humayrah Tuanaya, Op. Cit., him. 64

121 Melani, “Undue Process of Law Dalam Perkara Pidana Perjudian Dengan Terdakwa Anak: Kajian Putusan
Nomor 38/PID.AN/2009/PN.BDG”, Jurnal Yudisial, Vol IV No. 03, Desember 2011, him 328

122 1bid., him. 329
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anak memperoleh keadilan pemulihan (restorative justice), sehingga kelak anak dapat

menjadi anak yang berguna.

Restorative Justice merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan
penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian di luar
criminal justice sistem (sistem peradilan pidana). Proses restorative justice bertujuan
mencarikan jalankeluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatuhnya
hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera.
Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparatur

penegak hukumnya.

Terkait dengan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan
UU SPPA disebutkan ada dua macam, yaitu pidana atau tindakan. Ketentuan pidana dan
tindakan disebutkan dalam Bab VV UU SPPA Pasal 69, yang isinya sebagai berikut:1%3

1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenal tindakan berdasarkan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.

2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai
tindakan.Berdasarkan Pasal 69 di atas, hukuman terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum hanya ada dua macam, yaitu pidana dan tindakan. Mengenai tindakan
ini, terdapat batasan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya
dikenal tindakan. Mengenai tindakan ini, terdapat batasan bahwa anak yang belum
berusia 14 (empat belas) tahun hanya dikenal tindakan. Ketentuan mengenai
Restorative Justice tampak dalam Pasal 70, yang menyebutkan bahwa hakim dapat
tidak menjatuhkan pidana atau pengenaan tindakan dengan berdasarkan pada
pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam Pasal 70 lantas dijelaskan, ringannya perbuatan keadaan pribadi anak, atau
keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar
pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhka pidana atau mengenakan tindakan dengan
mempertimbangkan segi kadilan dan kemanusiaan. Adapun ketentuan pidana dalam UU
SPPA ini terdiri dari pidana pokok (Pasal 71 Ayat (1) dan pidana tambahan (Pasal 71 Ayat
(2). Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:'>

123 M. Aidil, Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila dalam
Perspektif Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng), Rechtsregel: Jurnal
Ilmu Hukum, Vol.3 No. 1, Agustus 2020, him. 157

124 1bid., hlm. 158
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a) Pidana peringatan
b) Pidana dengan syarat:

1. Pembinaan di luar lembaga

2. Pelayanan masyarakat

3. Pengawasan
c) Pelatihan kerja
d) Pembinaan dalam lembaga
e) Penjara. Sedangkan Pidana tambahan terdiri atas:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

2. Pemenuhan kewajiban adat

Dalam putusan hakim pada Perkara Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg, putusan hakim

dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa masih dalam usia anak,
namun dalam hal-hal yang meringankan hakim sudah mencantumkan bahwa ke tiga terdakwa
masih berstatus pelajar di Sekolah Menengah Atas maupun perguruan tinggi, sedangkan satu
oarng terdakwa bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga.

Selain itu, dalam Putusan Perkara Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg dinilai kurang
tepat, karena dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya
dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses
peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi yang mana penyelesaiannya melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula, dan bukan pembalasann yang dikenal dengan pendekatan keadilan restorative

justice.

Hakim hanya menitikberatkan pada pidana pembalasan walaupun dalam pertimbangan
hakim disebutkan pula bahwa ke-empat terdakwa masih tergolong usia di bawah umur
namun, hal tersebut tak lantas membuat hakim menerapkan falsafah penyelesaian secara
restoratif pada perkara Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg. Hal tesrebut berseberangan dengan
Pasal 1 Ayat 6 UU SPPA yang menegaskan bahwa adanya kewajiban bagi aparat penegak
hukum untuk mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan
restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam
menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan
mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan

dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
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Hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi kepada terdakwa anak seyogyanya tidak hanya
mempertimbangkan pasal dakwaan yang telah terbukti, namun juga menjadi kewajiban
hakiki untuk menerapkan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah menganut falsafah restoratif. Meskipun Undang-
Undang Pengadilan Anak belum sempurna, akan tetapi bila hakim menerapkannya dengan
menggunakan falsafah penghukuman restoratif tentunya putusannya akan memenuhi rasa
keadilan dalam masyarakat atau setidak-tidaknya mendekati rasa keadilan di dalam

masyarakat.

Selain hal tersebut, dalam persidangan juga telah didengar keterangan dari Petugas
Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya kepada Para Terdakwa supaya diputus
sesuai Hasil Penelitian Kemasyarakatan agar masing-masing terdakwa di kembalikan kepada

orangtua masing-masing terdakwa.

Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 16 ayat (3) Undang Undang Perlindungan
Anak yang menegaskan bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak dapat
dilakukan sebagai upaya terakhir. Meskipun Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan
Anak telah memberikan pelindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, akan tetapi
dalam praktik, penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak sering dilakukan sebagi

upaya pertama oleh aparat penegak hukum.?®
Prespektif Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah, karena perbuatan tersebut dapat merugikan
pada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan
anggota-anggota masyarakat, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati
dan dipelihara. Suatu hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar banyak
orang tidak memperbuat suatu jarimah, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan
cukup. Meksipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si
pembuat sendiri khususnya, namun hal tersebut diperlukan, sebab bisa membawa suatu

keuntungan yang nyata bagi masyarakat.

Judi merupakan suatu penyakit masyarakat yang banyak mudharotnya dibandingkan
dengan manfaatnya, dalam Agama Islam pengharaman maisir (perjudian) salah satunya
dalam Q.S. Al-Maidah 5:90-91, yang bunyinya sebagai berikut:'%°

125 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
126 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), him. 97
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“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi
(berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah-panah adalah perbuatan
keji termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar
mendapat keberuntungan”. “Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan
permusuhan dan kebencian diantara kamu antara meminum khamar dan berjudi itu,
dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan Sholat, maka berhentilah kamu

dari mengerjakan pekerjaan itu”

Penjelasan ayat tersebut secara umum ada 4 (empat) yang dilarang Allah yaitu
meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah.
Perbuatan ini tidak hanya perbuatan dosa yang berakibat buruk kepada pelakunya, tertama
khamr dan judi. Perbuatan ini bersumber maksiat dan pangkal kejahatan lainnya. Maka orang
Islam dilarang melakukan perbuatan tersebut, ia harus dianggap sebagai musuh yang dapat
harus dihancurkan keharmonisan dalam kehidupan ini. Karena minuman khamr, judi, berhala
dan azlam merupakan dosa besar dan perbuatan setan.?’

Adapun beberpa tujuan dilarangnya maisir (judi), diantaranya sebagai berikut:1%8
1. Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan
2. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah pada maisir
3. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/ atau

perbuatan maisir
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
perbuatan maisir.

Permasalahan perjudian dalam hukum pidana Islam belum ada pembahasan yang
terinci dan tegas di dalam Al-Qur’an dan Hadist, sehingga perjudian dimasukka ke dalam
tindak pidana ta zir. Dalan pelaksanaan hukuman ¢a zir mutlak diberikan kepada ulil amri
atau hakim dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang memberi kemungkinan
berbedanya hukuman menanggapi kemajuan buadaya manusia, sehingga dengan demikian

hukum Islam dapat mengikuti perubahan sosial.*?°

127 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Rawai 'ul Bayan: Tafsir Ayat-ayat Hukum (Semarang: CV.
Asy-syifa, 1994), him. 434.

128 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Kencana, 2019), him. 178

129 A, Djazuli, Figih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam Cet 2 Ke-2, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1997), him. 167
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Karena jarimah ta’zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran dan Hadist,
maka penentuan hukuman menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam menentukan
hukum tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya, pembuat
undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta ’zir, melainkan
hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang

seberat-beratnya.*°

Terkait dengan perjudian yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya dalam hukum
pidana Islam suatu jarimah atau tindak pidana melihat dari segi pertanggungjawaban
pidananya. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari’at) adalah
pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang
dikerjakannya (unsur objektif) dengan kemampuan sendiri, dimana orang tersebut

mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (unsur subjektif).*3
Dalam syari’at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Jika terdapat ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban ada pada seseorang
yang melakukan perbuatan pidana (jinayah), pun sebaliknya apabila tidak ada ketiga unsur
di atas maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, tidak
dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai
umur baligh atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang
mengakibatkan terancam jiwanya.'*> Pembebasan beban terhadap mereka itu, berdasarkan
kepada beberapa Hadist di bawah ini:1%

S3ad d ) 08 alusale J0 e 0 3505 O Lagie @ ) el i o
Lah S 5 &8l 5 Aala Gil 8155 (A adle ) 5h )85 L Gl 5 Uadl il G o]

“Dari Ibnu ‘Abbds Radhiyallahu anhu bahwa Rastlulldh Shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda, ~Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang

130 Marsaid, Al-Figih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam,
(Palembang: CV. Amanah, 2020), him. 57

131 Elfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap
Pembaharuan Hukum Pidana Islam”, Al-Mawarid, vol 12, no. 1, Februari-Agustus 2012, him. 8

132 Usammah, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam”, Tesis Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Sumatera Utara (Medan, 2008), him 77

133 Jalaludiin, Abdurrahman bin Abi Bakr as-Sayuti, Al-Jami us-Sagir (Bairut: Dar al Fikr. t.th), Juz 2, him.
24,
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tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang
terpaksa dilakukan.” (H.R. Ibnu M&jah No. 2045)

Jika dianalogikan urgensi penerapan keadilan restoratif pada anak dalam pandangan
Islam, maka akan lebih tepat jika dilihat pada sisi maslahah yang nanti akan ditimbulkan.
Dilihat dalam fase pembagian anak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya,
berdasarkan tulisan Abdul Qa dir Awdah, Awdah menuliskan bahwa anak yang berada pada
posisi dalam salah satu dari ketiga fase tersebut memiliki pertanggungjawaban yang berbeda-
beda, yaitu:1%*

Fase pertama, fase tidak adanya kemampuan berfikir (idrak) anak yang berusia 0-7
tahun, sesuai kesepakatan fukaha anak pada usia ini tidak mempunyai kekuatan berfikir dan
disebut sebagai anak yang belum mumayiz. Anak pada usia ini yang melakukan tindak pidana
jenis apa pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun yang dapat dikenai
hanya pertanggungjawaban perdata untuk mengganti kerugian yang diderita korban.
Mengingat kedudukan anak yang belum memiliki kemampuan financial untuk
mempertanggungjawabkan secara perdata (ganti rugi), maka yang berkewajiban mengganti

adalah kedua orang tua/keluarga.

Pada fase kedua, usia 7 tahun sampai baligh, mayoritas fukaha membatasinya sampai
usia 15 tahun. Imam Abu Hanifah membatasinya pada usia 18 tahun; menurut satu riwayat
19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pendapat yang populer dalam mazhab
Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah, meskipun sebagian lain menyebutkan usia 19
tahun. Apabila seorang anak berada pada usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara
hukum meskipun ia belum dewasa dalam arti sebenarnya. Dalam fase ini anak yang
melakukan tindak pidana tidak bertanggung jawab secara pidana, tetapi dikenai za 'diby atau
untuk mendidikan. Yang harus diingat kembali dalam Islam tujuan pemidanaan tidak hanya
mengenal tujuan pemidaaan retribution atau al-jaza ". Melainkan terdapat tujuan lain seperti:
prevention/az-zajr, rehabilitation/al-Islah, penebusan dosa (at-takfir) dan restoratif (alisti’a
dah).

Sehingga dalam hukum Pidana Islam, keadaan anak yang belum baligh termasuk
dalam keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atasnya,
maka menurut ulama setidaknya terdapat dua bentuk hukuman yang dapat diterapka yaitu

melalui perkataan seperti mencegah, mencela, dan menasehati, ataupun fa’zir yang

134 Ifa Latifa Fitrianni, “Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, In Right:
Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol 2 No 1, him 228
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digunakan sebagai hukuman mendidik untuk si anak yang melakukan suatu jarimah termasuk

jarimah maishir atau perjudian.

Sehingga, dalam perkara Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg yang diputus oleh Hakim
Pengadilan Negeri Sragen harusnya tidak mengedepankan hukuman pembalasan melainkan

hukuman yang bersifat mendidik (za zir) yang disesuaikan dengan usia para terdakwa.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka

dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perjudian dengan para terdakwa anak dalam putusan perkara Nomor
192/Pid.Sus/2013/PN.Srg, Majelis Hakim memutuskan bahwa ke-empat terdakwa
terbukti secara sah turut serta bermain judi yang diadakan di jalan umum, sedang untuk
itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang, hal tersebut sesuai dengan dakwaan ke-
dua Jaksa Penuntut Umum, maka para terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara masing-
masing selama 2 (dua) bulan. Majelis Hakim dalam memutus putusan tersebut selain
mempertimbangkan usia para terdakwa yang masih tergolong usia anak, juga
mempertimbangkan persoalan hukum para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan telah melakukan permainan judi balapan sepeda motor yag
diadakan pada tanggal 04 Juni 2013, masing-masing telah ikut melakukan taruhan balapan
liar dijalan raya Ringroad Utara Desa/Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen yang
merupakan jalanan umum atau tempat umum yang bisa dilalui orang-orang umum
siapapun tanpa kecuali. Selain itu, perbuatan taruhan balapan liar yang dilakukan oleh
para terdakwa masuk dalam kategori bermain judi.

2. Putusan Pengadilan Negeri Sragen dalam Perkara Nomor 192/Pid.Sus/2013/PN.Srg
kurang tepat, karena dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat
diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi yang mana
penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasann yang dikenal dengan
pendekatan keadilan restorative justice. Hal tesrebut berseberangan dengan Pasal 1 Ayat
6 UU SPPA yang menegaskan bahwa adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk
mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus
untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan
perkara anak.

3. Terkait dengan perjudian yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya dalam hukum

pidana Islam suatu jarimah atau tindak pidana melihat dari segi pertanggungjawaban
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pidananya. Sehingga dalam hukum Pidana Islam, keadaan anak yang belum baligh
termasuk dalam keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana
atasnya, maka menurut ulama setidaknya terdapat dua bentuk hukuman yang dapat
diterapka yaitu melalui perkataan seperti mencegah, mencela, dan menasehati, ataupun
ta’zir yang digunakan sebagai hukuman mendidik untuk si anak yang melakukan suatu

jarimah termasuk jarimah maishir atau perjudian.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi

penelitian-penelitian terdahulu.Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan

tentang penelitian tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri, selanjutnya penulis

akan memberikan hal sebagai berikut:

1.

Dalam pertimbangan hakim, seyogyanya Majelis Hakim tidak hanya
mempertimbangkan penghukuman sebagai pembalasan atas tindakan para terdakwa.
Melainkan, Majelis Hakim perlu melihat penyelesaian diluar pidana untuk mengatasi
anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga putusannya dapat memperhatikan masa
depan anak yang berhadapan dengan hukum.

Bagi Jaksa Penuntut Umum, selain menyusun dan menuntut dakwaan yang tepat bagi
terdakwa, juga harus melihat penyelesaian yang baik untuk anak yang berhadapan
dengan hukum.

Bagi pengaturan baik Undang-Undang Perlindungan anak maupun UU SPPA, semakin
kencar diimplementasikan dalam setiap kasus atau perkara yang menjerat anak.

Polisi memberikan hukuman pembinaan agar anak tidak masuk dalam pengadilan dan

anak mendapatakan keluasan untuk masa depan.
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PUTUSAN
Nomor : 192Pid Sus'2001 ¥ PN Srg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sragen yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-
perkara khusus anak dengan acara bissa pada tingkat pertama, telah menjatuhlan

putusan schagai berikut dalam perkara Para Terdakwa B

I Mama Lengkap : MUCHLIS EKO NURDIANTO Bin SUNARDI
MUSLIH FATONI;

Tempat Lahir : Sragen;

Umur/Tanggal Lahir 2 17 whuw23 Juli 1995 ———

Jenis Kelamin = Laki-laki:

K ehangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dk Asem jajar RT 24008, Desa. Kedungpit,

Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen:;---

Agama 2 lslam;

Pekerjaan 2 Mahasiswa;

Pendidikan : Kuliah Semester 2;

Il Mama Lengkap : MUHAMMAD ASEP Bin SARJONO; --——--——-
Tempat Lahir : Purworejo::

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun' 04 Pebruari 1997;-——— e —
Jenis Kelamin 2 Laki-laki:

Kehangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dk Driyan, RT (440, Desa Gentan

Banaran, Kee. Plupuh, Kabupaien Sragen:
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Agama : Islam;

Pekerjaan 2 Pelajar;

Pendidikan : Kelas X SMEK Sukowati:

Il Nama Lengkap 1 MUHAMMAD SOLIKIN Bin WARITOD
Tempat Lahir : Sragen;

Umur/Tanggal Lahir 2 17 ihunt03 Juli 19946;

Jenis Kelamin : Laki-laki:

Kehangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Ngablak RT.O202, Kel. Sine,

Keocamatan Sragen, Kabupaten Sragen:—

Agama : Islam:

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : SMK Sukowari Klas IT;

IV Mama Lengkap : BAYU PAMUNGEAS;

Tempat Lahir : Bragen;

Unur/Tanggal Lahir 2 17 tahun' 01 Oktober 1995 - e e e
Jenis Kelamin : Laki-laki:

Kehangzaan : Indonesia;
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putusan mahkamahagung.go.id
Bahwa Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh masing-masing orang

teanya dan Petugas pembimbing Kemasvarakatan Surakarta, tetapi tidak didampingi
aleh Penasihat Hukum, karena Para Terdakwa tidak mauw dan merasa telah cukup
didampingi oleh Orang Tua masing-masing Para Terdakwa dan Petugas Pembimbing

Kiemasyarakatan;

Bahwa Para Terdakwa masing-masing telah ditahan di Rumah Tahanan Negara

sejak:
I Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni

20173,

2  Perpanjangan Penuntut Umum, scjak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan

tanggal tanggal 2 Juli 20013;
3 Penunmt Umum, scjak tanggal 3 Juli 20013 sampai dengan tanggal 7 Juli

013

4 Hakim, sejak tanggal & Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli

013

5 Perpanjangan Kema Pengadilan MNegeri, scjak tanggal 23 Juli 2013 sampai

dengan tanggal 21 Agusms 2013

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Laporan Penclitian Kemasyarakatan unink Sidang Pengadilan
Anpak  masing-masing Para  Terdakwa, vyang dibuai  oleh  Pembimbing
Kemasyarakatan paida Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Surakanta;

Telah membaca  surat-surat lainnya  yang  terlampir  dalam  herkas

perkara;
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Telah mendengar dakwaan Penunmt  Umum,  keterangan  saksi-saksi,

keterangan Para Terdakwa, Tuntutan Pepuntot Umum, permohonan Keringanan
Hukuman dari Para Terdakwa, pendapat Petugas Balai Kemasyarakatan dan
pendapat masing-masing arang tua Para

Terdakwa;

Telah pula memperhatikan segala sesuatn yang terjadi selama pemeriksaan

sidang perkara ini;
Menimbang. bahwa sebelum  persidangan dibuka, Petugas Pembimbing
Kemasyarakatan pada Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Surakarta  telah
menyampaikan hasil Laporan Penclitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan
Anak masing-masing Terdakwa, sehagaimana vang terlampir dalam berkas perkara,
dan terhadapnya akan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;-—-—--
Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penontut Umuom  dihadapkan

kepersidangan berdasarkan Surat Drakwaan, sehagai

berikut:

DAKWAAN |

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa I Muochlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatond,
terdakwa 11 Muhammad Asep Bin Sarjono, terdakwa 11 Muhammad Solikin Bin
‘Warjito dan terdakwa IV Bayu Pamungkas Bin Jaelani serta saksi Joko setiawan Als
‘Wawan Bin Gunawan (dalam perkara terpisah) pada han Selasa tanggal 04 Juni 2013
sekitar pukul 2200 wib atau setidak—tidaknya pads suatu dalam bulan Juni tahun
H013 hertempat tinggal di jalan rava ring road utara desa Sidoharjo, Kec. Sidoharjo
Kab. Sragen atan sctidak-tidaknya pada suaiu termnpat yang masih termasuk dalam

dacrah hukum Pengadilan Megen Sragen, tanpa mendapat izin dengan sengaja
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menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi
atau dengan sengaja turut serta dalam perusshaan untuk i, dengan tidak peduli
apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya
sesuat tata cara  yang  dilakukan  dengan carg—cara schagai

berikut:

Bahwa waktu dan tempat schagaimana tersebut diatas, berawal pada hari
Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 16,00 Wik kedua belah pihak yaitu antara
pihak mercka terdakwa yvang terdini dari terdakwa Muochlis, terdakwa Muhammad
Asep, terdakwa Muhammad Solikin, dan terdakwa Bayu serta saksi Joko Setiawan
sedangkan pihak lawan dari bengkel *Yoga Motor™ yang beralamat di Mungkung
Jetak, Sidoharjo Sragen bertemu di depan SMU 3 Sragen uniuk bermusyawarah lalu
bersepakat melakukan balapan liar sepeda motor di jalan raya Ringroad utara, Ds.
Sidoharjo Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen menggunakan uang schagal tanuhannya, lalu
para pihak menyetujui balapan liar sepeda motor menggunakan uang taruhan sehesar
Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah )} dengan rincian masing—masing pembalap atau
pihak terdakwa dan pihak lawan mengumpulkan vang taruhan sebesar Rp. 250000, -
{dua ratus lima puluh nbu rupiah) dan vang tanda jadi sebesar Rp. 25000, (dua
puluh lina riby rupiah) antuk wang anda jadi tersebut akan hangus jika salah sat
pihak mengundurkan din, apabila dari pikak lawan mengundurkan dini maka pihak
mercka terdakwa akan mendapat 31X lipat dari wang tarvhan, setelah sepakat masalah
uang taruhan dan tempat balapan sepeda motor selanjutnya pihak mereka terdakwa
dan pihak lawan saling mengecek sepeda motor yvang akan di gunakan untuk
balapan, untuk pihak mercka terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F
wama putih Mopol AD 2801 RY milik terdakwa Muchlis dan yang mengendarai
terdakwa baye sedangkan untuk pihak lawan dari bengkel “Yoga Motor”

menggunakan secpeda motornya Satria F omerah, balapan sepeda motor terschut
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mengadu kecepatan sepeda motor yang sehelumnya sudah sepakat jumlah besar

tarvhan wangnya kemudian jika salah satu pembalap/sepeda motor menang maka
akan mendapat wang dari pihak wang kalah sesuai dengan perjanjian taruhan
uwangnya, lalu dari pihak mereka terdakwa mengumpulkan vang taruhan sebhesar Rp.
250.000.- {dua rats lima puluh ribuw repiah) dengan cara patungan yaim saksi Joko
Setiawan schesar Rp. 3000~ (lima ribu mupiah), terdakwa Muhlis Eke Nurdianto
sehesar Rp. 500000.- (lima puluh ribu rapiah), terdakwa Muhammad Solikin sebesar
Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rapiah), terdakwa Muhammad Asep Ep. 5000.- (lima
ribu rupiah) untuk sisa sebesar Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu nopiah)
tidak mengetahul siapa vang ikui membayar sisanya di serahkan terdakwa
Muhammad Solikin sedangkan untuk pihak lawan tidak mengetahui siapa yang
membawanya, nang taruhan sehesar Rp. 25000600, - (dua ratus lima poloh ribo nopiah)

tersebut dibawa masing—masing pihak, dan wang tersebut akan di scrahkan kepada

pemenang halapan sepeda motor:

Bahwa untuk pihak terdakwa vang menjadi joki dalam judi balap tersebut
adalah saksi Bayu apabila dalam balapan menang nanti saksi Bayu akan mendapat
hagian uang sebesar Bp. 2000060, - (dua puluh ribu rupiah) karena vang tanhan sedikit
yaitu sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rwpish), perjudian tersebuot
sifatnya hanyalah untung—untungan dan tidak dapat ditentukan pemenangnya serta
terdakwa mengetahui kalau permainan judi balap motor tersebut dilarang dan tidak
ada ijin dar pihak yang berwenang akan tetapi mereka terdakwa tetap ikut
permainan judi terscbut, sckiranya pukul 2200 wib pihak mercka terdakwa dan
pihak lawan sudah berkumpul di jalan raya ringroad otara desa Sidoharjo, Kec.
Sidoharjo, Kab. Sragen sclanjuinya pihak saksi Joko Sctiawan yaitu terdakwa Bavu
dan pihak lawan “Yoga Motor” swdah berada di posisi stant dan masing-masing

swdah menyalakan suara mesin sepeda motor namun wakio akan mulai balapan
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sepeda motor petugas Polisi dari Polres Sragen datang langsung  melakukan

penangkapan kepada semua yang berada di tempat itu termasuk juga penonton dan
mengamankan barang bukti vang taruhan schesar Rp. 250.000.- (dua rats lima
puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna putih No.

Po. AD 2801 RY selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres

Sragen;
Perbuatan mereka terdakwa scbagaimana diatar dan diancam pidana dalam

pasal 303 ayat (1} ke- 2 KUHF;

ATAL

KEDLA:

Bahwa mereka terdakwa | Muochlis Eko MNurdianto Bin Sunardi Muslih
Fatoni, terdakwa 11 Muhammad Asep Bin Sarjono, terdakwa [T Muhammad Solikin
Bin Warjito dan terdakwa I'V Bayu Pamungkas Bin Jaclani sera saksi Joko Setiawan
Als Wawan Bin Gunawan (dalam perkara terpisah) pada wakin dan di tempat
schagaimana telah di wraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, ikut serta main
judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atan di tempat yang dapat di kunjungi
umum, kecuali kalan ada izin dari penguasa yang berwenang vang telah memberi

izin uniuk mengadakan perjudian i yang dilakokan dengan cara-cara

yaitu:

Bahwa wakiu dan tempai schagaimana terschui diatas, berawal pada hari
Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pokul 16,00 Wib kedua belah pihak yaim antara
pihak mercka terdakwa yang terdini dari terdakwa Muchlis, terdakwa Muhammad
Asep, terdakwa Muhammad Solikin, dan terdakwa Bayu senta saksi Joko Setiawan

sedangkan pihak lawan dari bengkel “Yoga Motor™ vang beralamat di Mungkung
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Jetak. Sidoharjo Sragen bertemu di depan SMU 3 Sragen untuk bermusyawarah lala
bersepakat melakukan balapan liar sepeda motor di jalan rava Ringroad utara, Ds.
Sidoharjo Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen menggunakan vang sebagai tarmhannya, lalu
para pihak menyetojui balapan liar sepeda motor menggunakan uang taruhan sebesar
Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing pembalas ataw
pihak terdakwa dan pihak lawan mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp. 2500000, -
{dua rams lima puluh ribu ropiah) dan vang tanda jadi sebesar Rp. 25,0060~ (dua
puluh lima ribo rupiah) untuk wang tanda jadi tersebut akan hangus jika salah sat
pihak mengundurkan diri, apabila dar pikak lawan mengundurkan diri maka pihak
mercka terdakwa akan mendapat 3X lipat dari vang tarshan, setelah sepakat masalah
uang taruhan dan wempat balapan sepeda motor selanjuinya pihak mereka terdakwa
dan pihak lawan saling mengecek sepeda motor vang akan di gunakan untuk
halapan, untuk pithak mereka ierdakwa menggunakan sepeda motor Susuki Satria F
wama puiih Nopol AD 28001 RY milik terdakwa Muchlis dan yang mengendarai
terdakwa bayu sedangkan wntuk pihak lawan dari bengkel “Yoga Motor”
menggunakan sepeda motornya Satria F merah, balapan sepeda motor terschut
mengado kecepatan sepeda motor yang sebelumnya sudah sepakat jumlah besar
taruhan wangnya kemudian jika salah satu pembalapisepeda motor menang maka
akan mendapat vang dari pihak yang kalah sesuai dengan perjanjian taruham
uangnya, lalu dari pihak mereka terdakwa mengumpulkan vang taruhan sebesar Rp.
250.000.- (dua rams lima puluh ribu rupish )} dengan cara palungan yait saksi Joko
Setiawan schesar Rp. 5000.- (lima ribu ropiah), terdakwa Muklis Eko Nurdianto
sehesar Rp. 500000.- (lima puluh ribu mopiah), terdakwa Muhammad Solikin sebasar
Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa Muhammad Asep Rp. 5000.- {lima
ribu rupish) untuk sisa sebesar Rp. 125.000.- (seratus dua puluh ma ribu ropiah)

tidak mengetahui siapa yvang ikut membayar sisanya di serahkan terdakwa
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Muhammad Solikin sedangkan untuk pilak lawan tidak mengetahul siapa vang
membawanya, uang taruhan sehesar Rp. 250,000, - (dua ratus lima puloh ribu nopiah)

tersebut dibawa masing—masing pihak, dan vang tersebut akan di serahkan kepada

pemenang balapan sepeda motor:

Bahwa untuk pihak terdakwa yang menjadi joki dalam judi balap tersebut
adalah saksi Bavu apabila dalam balapan menang nanti saksi Bayu akan mendapat
bagian wang sebesar Rp. 20000, - (dua puluh ribw rupiah) karena vang tarohan sedikit
yain schesar Rp. 250.(MK,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah, perjudian tersebut
sifamya hanyalah unung—untungan dan tidak dapat ditentukan pemenangnya sera
terdakwa mengetahui kalau permainan judi balap motor tersebut dilarang dan tidak
ada ijin dan pihak vang berwenang akan tetapi mercka terdakwa tetap ikt
permainan judi terschut, sckiranya pukul 22.00 wib pihak mereka terdakwa dan
pihak lawan sudah berkumpul di jalan raya ringroad utara desa Sidoharjo, Kec.
Sidoharjo, Kab. Sragen selanjutnya pihak saksi Joko Setiawan yaitu terdakwa bayu
dan pihak lawan “Yoga Motor™ sudah berada di posisi stan dan masing-masing
sudah menyalakan suara mesin sepeda motor namun wakio akan muolai balapan
sepeda motor petugas Polisi dari Polres Sragen datang  langsung  melakukan
penangkapan kepada semua vang berada di tempat it termasuk juga penonton dan
mengamankan barang bukfi vang tamhan schesar Rp. 2300000 - (duea raws lima
puluh ribu rupiah) serta 1 (=atu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna putih No.

Po. AD 2801 RY seclanjuinya mercka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres

Sragen;
Perbuatan mereka terdakwa sehagaimana distur dan diancam pidana dalam pasal 303

his ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Peountat Umom, Para Terdakwa

masing-masing tidak mengajukan keberatannya—-—----—------

Dacirr
A MR Ageng Rk ek AAGTALS CTELEAR S0 o TR A - e ] At s

[———— e - P —— i o, s o
jrr—— i P ad, - dgung B raiwi

ands zua
Erad | sRus R RS AEUERRg o Tap o Y- 2340 e 1l

80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa dipemeriksaan sidang Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa : uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna putih No. Po. AD 280 RY
berikut STNK nya-—-——--memeeeee
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut
Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangannya berkenaan
perkara ini, dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan,
sebagai berikut:——-—
Saksi I: FUJL CAHYANTO Bin WAKIDI. menerangkan:-———— -
* Bahwa pada hani Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 19.30 wib saksi
datang ke rumah saksi Fajar di Ds. Bendo, Sragen, disana ada Agus lalu
saksi, saksi Fajar dan Agus berangkat ke Sragen dengan menggunakan
sepeda motor untuk jalan-jalan ketika sampai di ring road utara, Desa
Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen saksi bertemu terdakwa Muklis,
terdakwa Muhammad Asep, terdakwa M. Solikin dan terdakwa Joko
Setiawan yang akan melakukan balapan sepeda motor dengan taruhan yang
saksi tahu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melawan
dari bengkel Yoga Ngepos dan saksi lihat terdakwa Bayu sudah berada di
garis start mengendarai sepeda motor satria F milik siapa saksi tidak
mengetshuinya dan jokinya siapa saksi juga tidak mengetahuinya, lalu saksi
melihat kedua sepeda motor tersebut sudah dihidupkan dan persiapan akan
melakukan balapan tiba-tiba datang petugas Polres Sragen lalu sepeda motor
yang akan digunakan untuk balapan diamankan berikut orang-orang yang
melihat karena saksi takut maka lari ke bengkel Bayu bersama saksi Fajar
dan Agus ke Ngablak. Sragen tidak lama kemudian datang petugas dan

Polres Sragen bersama terdakwa Bayu kemudian kami yang berada di tempat
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itu di bawa ke Polres Sragen untuk dimintai

keterangan:

Bahwa permainan judi balapan motor tersebut menggunakan sepeda motor
Suzuki Satria F wama putih dengan Nopol AD 2801 RY dan menggunakan

taruhan uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh rbu

rupizh):
Bahwa yang melakukan permainan judi balap sepeda motor adalah 1.
Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, 2. Muhammad Asep Bin

Sarjono, 3. Muhammad Solikin Bin Warjito dan 4. Bayu Pamungkas Bin

jaelani;
Bahwa yang menjadi joki dalam permainan judi balap sepeda motor tersebut
adalah Bayu Pamungkas atau dikenal Linsang:——---

Bahwa permainan judi balapan motor tersebut di jalan Ring road Utara Desa

Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan dapat dilihat oleh

khalayak umum;
Bahwa permainan judi balapan sepeda motor tersebut para terdakwa tidak
mempunyai ijin dari aparat yang berwenang.;-—---

Bahwa permainan  judi tersebut dilakukan karena hanya untung

untungan:

Bahwa tata cara permainannya adalah motor balapan, siapa yang duluan
mencapal garis finish. maka dialah sebagai pemenang dengan mendapatkan

uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

rupiah):

keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan:—
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Saksi 2: ARI EDI KUSUMA Bin NGALIMAN. menerangkan: -

* Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 saksi bersama dengan temannya
Fajar dan Puji pergi ke Sragen dengan mengendarai sepeda motor Mio milik
fajar dan sckitar jam 21.00 Wib tepatnya di jalan ring road utara melihat para

terdakwa sedang start mau melakukan permainan judi balapan sepeda motor

dengan menggunakan taruhan uang:
e Bahwa permainan judi balapan motor tersebut menggunakan sepeda motor
Suzuki Satria F wama putih dengan Nopol AD 2801 RY dan menggunakan
taruhan uwang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu

rupiah):

* Bahwa Para Terdakwa yang melakukan permainan judi balap sepeda motor
adalah 1. Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, 2. Muhammad

Asep Bin Sarjono, 3. Muhammad Solikin Bin Warjito dan 4. Bayu

Pamungkas Bin jaclani:
e Bahwa yang menjadi joki dalam permainan judi balap sepeda motor tersebut
adalah Bayu Pumungkas atau dikenal Linsang :———-
* Bahwa permainan judi balapan motor tersebut di jalan ring road utara Desa
Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan dapat dilihat oleh

khalayak umum:

* Bahwa permainan judi balapan sepeda motor tersebut para terdakwa tidak
mempunyai ijin dari aparat yang berwenang i —--—

* Bahwa tata cara permainannya adalah motor balapan, siapa yang duluan
mencapal garis finish, maka dialah sebagai pemenang dengan mendapatkan
uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

rupiah):
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Atas keterangan saksi terschut, para terdakwa tidak berkeberatan;—-

Saksi 3: FAUZAN LAKSITO, SH. menerangkan:
= Bahwa yang melakukan permainan judi balap sepeda motor adalah 1
Muchlis Eko Murdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, 2. Mohammad Asep Bin

Sarjone, 3. Muhammad Solikin Bin Warjito dan 4. Bayu Pamungkas Bin

jaclani;
= Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 20000 wib saksi
bersama saksi Yuli dan saksi Sudarke sedang melakukan patroli ranmor,
sewakin saksi berada di sekitar jalan raya sukowati, Sragen mendapat
informasi dari Ka SPK yang memberitahukan kalay Ka 5PK mendapat
laporan dari masyarakat akan ada balapan di ring road wara, Desa Sidoharjo,
Kee. Sidoharjo, Kab. Sragen sctelah mendapat informasi tersebut saksi dan
=aksl Yuli Eko dan saksi Sudarko langsung menuju ke ringroad utara,
Sidoharjo, Sragen. sampai disana sekira pakul 2200 wib memang benar ada
balapan sepeda motor lalu saksi bersama saksi Yuli Eko dan saksi Sudarko
langsung menghalangi joki balapan sepeda motor itu vang akan berusaha
kabar yaitu terdakwa Bayu namun akhirnya berhasil saksi amankan bersama
=aksi Yuli Eko dan saksi Sudarko namun untuk joki yang satunya yaitu pihak

lawan dari “Yoga Motor” berhasil meloloskan  din sebelum  di

* Bahwa kejadiannya pada hari Sclasa tanggal 4 Juni 2003 sekitar jam 21.00
Wib, di jalan ring road Utara Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo
Kabupaten Sragen, saksi telah melakukan penangkapan pada para terdakwa

hersama satu tm anggota Polisi dari Palres

Sragen;
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* Bahwa pelake perjudian judi balapan sepeda motor tersebut dengan

menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F wama putih dengan Nopol AD
2801 RY tahun 2011 dan yang mau menjadi jokinya adalah Bayu Pamungkas
atau Linsang;:

* Bahwa permainan balapan sepeda motor tersebut mau dilakukan dijalan

umum yaitu di Ringroad Utara Desa Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kabupaten

Sragen:

* Bahwa permainan  tersebut  dilakukan  karena  hanya  untung

untungan:

* Bahwa permainan tersebut menggunakan uang sehagai taruhan;-

* Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Ka. SPK Polres
Sragen kalau ada permainan judi balapan sepeda motor di jalan Ringroad
utara di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen

tersebut;

* Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang

berwenang

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan:—

Saksi 4:_YULI EKO PRASETYO, menerangkan:
* Bahwa yang melakukan permainan judi balap sepeda motor adalah 1.
Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, 2. Muhammad Asep Bin

Sarjono, 3. Muhammad Solikin Bin Warjito dan 4. Bayu Pamungkas Bin

Jaelani:
Deamce
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* Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 sekitar jam 21.00

Wib, di jalan ring road Utara Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo kabupaten
Sragen. Saksi telah melakukan penangkapan pada para terdakwa bersama

satu tim anggota Polisi dani Polres

Sragen:

* Bahwa pelaku perjudian balapan sepeda motor tersebut dengan menggunakan
sepeda motor Suzuki Satria F wama putih dengan Nopol AD 2801 RY tahun

2011 dan yang mau menjadi jokinya adalah Bayu Pamungkas atau

Linsang::
® Bahwa permainan balapan sepeda motor tersebut mau dilakukan dijalan

umum yaitu di Ringroad Utara Desa Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kabupaten

Sragen:
e Bahwa permainan  tersebut  dilakukan  karena  hanya  untung

untungan:

* Bahwa permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan:-
* Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Ka. SPK Polres
Sragen kalau ada permainan judi balapan sepeda motor di jalan Ringroad

utara di desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen

tersebut;
e Bahwa permainan tersecbut  dilakukan tanpa  ijin  pihak  yang

berwenang:

Atas keterangan saksi terscbut, Para Terdakwa tidak berkeberatan:——

Dt
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Saksi 5: SUDARKO, mencrangkan:

* Bahwa yang melakukan permainan judi balap sepeda motor adalah 1.
Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni, 2. Muhammad Asep Bin

Sarjono, 3. Muhammad Solikin Bin Warjito dan 4. Bayu Pamungkas Bin

Jaelani:
® Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013 sekitar jam 21.00
Wib, di jalan Ringroad Utara Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo
Kabupaten Sragen. Saksi telah melakukan penangkapan pada Para Terdakwa

bersama satu um anggota Polisi dan Polres

Sragen;

e Bahwa pelaku perjudian judi balapan sepeda motor tersebut dengan
menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F wama putih dengan Nopol AD
2801 RY tahun 2011 dan yang mau menjadi jokinya adalah Bayu Pamungkas

atau Linsang:

* Bahwa permainan balapan sepeda motor tersecbut man dilakukan dijalan

umum yaitu di Ringroad Utara desa Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kabupaten

Sragen:

® Bahwa permainan  tersebut  dilakukan  karena  hanya  untung

untungan:

* Bahwa permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;-
* Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Ka. SPK Polres

Sragen kalau ada permainan judi balapan sepeda motor di jalan Ringroad

O
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utara di desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen

tersebut:

* Bahwa permainan tersebut  dilakukan tanpa  ijin  pihak  yang

berwenang:
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan:——
Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa.

masing-masing pada pokoknya menerangkan scbagai

berikut;

TERDAKWA I: MUCHLIS EKO NURDIANTO BIN SUNARDI MUSLIH

FATONI.

menerangkan:
* Bahwa kejadiannya pada hani Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul

22.00 wib bertempat di jalan raya Ringroad Utara Desa Sidoharjo, Kec.

Sidoharjo, Kab. Sragen:
e Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara membotohi
(menarchi) balapan liar dengan menggunakan sepeda motor. setelah ada
kesepakatan antara kelompok Para Terdakwa dengan kelompok lawan dari
bengkel Yoga Sragen, dan sepakat uang taruhan sebesar Rp. 250.000.- (dua
ratus lima puluh ribu rupish) kemudian kelompok Para Terdakwa
mengumpulkan vang taruhan dengan cara serkileran (patungan) dan akhirnya
uang tarchan dapat terkumpul sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah) yaitu dari Joko Setiawan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),
terdakwa Muchlis sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa

Solikin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). terdakwa Asep sebesar

sesafan Na
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Rp. 50000k}~ (lima puluh riba rupiah), dan yvang lainoya saksi tidak tahu
namanya yang jelas vang sudah terkumpuol sehesar Rp. 2500000, - ( dua ratus

lima puluh nbu rupiah) yang sast im dibawa  terdakwa

Bahwa sckira pukul 2200 wib semuoa sudah berkumpuol di ringroad otara
Sidoharjo, Sragen untuk memulai balapan sepeda motor, namun saat balapan
liar sudah di muolai posisi stant langsung datang petugas Polres Sragen
menangkap Para Terdakwa dan eman-

TErmanmya;

Bahwa Terdakwa Bayu sebagai joki dalam judi balap tersebut apabila dalam
halapan menang Terdakwa Bayu akan mendapat bagian uwang sehesar Rpo
0.0, - {dua puluh ribu rupiah) karena vang tarvhan sedikit yaitu sebesar
Rp. 250.0d00,- {dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk vang panjar sebesar
Rp. 25.00K),- (dua puluh lima ribu rupiah) sudah dikembalikan kepada saksi
yaitu pada saat akan di mulai dan sebagai tanda jadi bahwa balapan sepeda
meotor . akan di mulai dan telah deal, maksed balapan sepeda motor tersebut

hanya IMETerima lantangan dari pihak “Yoga

Muotor™;
Bahwa Terdakwa tclah melakukan perjudian balap liar dengan menggunakan
sepeda motor Suzuki Satria F tahun 2011 Nopol AD 2800 RY schagai alamya
pada hari Selasa, tanggal (4 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 Wib di jalan

Ringroad Utara Desa  Sidoharjp  Kecamatan Sidoharjo  Kabupaten

Sragen;
Bahwa Terdakwa melakukan perjudian balapan sepeda motor dengan lawan

bengkel Yoga Motor Mungkung dan teman Terdakwa yaim Muohamad

EoETE
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Solikin, Muhammad Asep dan sebhagai jokinya Bayu

Pamungkas
Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi balapan sepeda motor hanya
untuk iseng-iseng untuk mengisi waktu yang luang dan Terdakwa tidak tahu
siapa yang mengajak main judi tetapi temyata mempunyai niat yang

Bahwa Terdakwa bermain judi bersama keempat temannya yaitu Muhamad
Solikin, Muhamad Asep bin Sarjono dan Bayu Pamungkas dengan
menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna putih tahun 2011 milik
Terdakwa dan lawannya bengkel Yoga motor di Mungkung tetapi sebelum
balapan Liar dimulai keburu dibubarkan polisi Polres Sragen dan ditangkap
bersama barang bukti dan uang

taruhan;

Bahwa permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp.

250.000.- {dua ratus lima puluh ribu rupiah) vang tersebut hasil patungan dan

feman-teman;

Bahwa permainan  tersebut  dilakukan tanpa ijin  pihak  yang

berwenang
Bahwa cara permainan tersebut adalah berupa balapan sepeda motor, siapa
yang lebih dahulu masuk garis finish, maka dialah pemenangnya dan berhak

mendapatkan uang Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari

pihak lawannya:

Bahwa Terdakwa belum pemah dihukum dan permainan itu hanya untung-

untungan:
e
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s  Bahwa Terdakwa mengenali barang bulkti:

TERDAKWA II: MUHAMMAD ASEP BIN SARJONO, mencrangkan:---—--- -
* Bahwa kejadiannya pada han Selasa, tanggal (4 Juni 2013 sckitar pukul
2200 wib bertempat di jalan raya Ringroad Utara Desa Sidoharjo, Kec.

Sidoharjo, Kab. Sragen;

= Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara membotohi
{menaruhi) balapan liar dengan menggunakan scpeda motor, setclah ada
kesepakatan  antara kelompok para terdakwa dengan kelompok lawan dari
bengkel Yoga Sragen, dan sepakat wang taruhan sehesar Rp. 2500000 - (dua
raius lima puluh ribu  rupish) kemudian  kelompok Para Terdakwa
mengumpulkan wang tarahan dengan cara serkileran (patungan) dan akhirmya
uang taruhan dapat terkumpul sehesar Rp. 250000~ {(dua ratus lima paloh
ribu rupiah) vaim Joko Setiawan scbesar Rp. 5000- {lima ribu rupiah),
Terdakwa Muchlis sehesar Rp. S00000.- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa
Solikin sehesar Rp. 20000, - {dua puluh nbu rupiah), Terdakwa Asep sebesar
Ep. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dan vang lainova saksi tidak tahu
namanya yang jelas vang sudah terkumpuol schesar Rp. 2500000 - ( dua ratus

lima puluh rbu  rpiah) yang saat iw di bawa Terdakwa

s  Bahwa sckira pukol 2200 wib semua sudah berkumpuol di fing road wtara
Sidoharjo, Sragen uniuk memulai balapan sepeda motor, namun saat balapan

liar sudah di muolai posisi start langsung datang petugas Polres Sragen

menangkap Para Terdakwa dan Cman-
I manmya;
O
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* Bahwa Terdakwa Bayu sebagai joki dalam judi balap tersebut apabila dalam

balapan menang Terdakwa Bayu akan mendapat bagian uang sebesar Rp.
20.0¢%).- {dua puluh ribu rupiah) karena vang tarvhan sedikit yaitu sebesar Rp
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). untuk vang panjar sebesar Rp
25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) sudah di kembalikan kepada saksi yaitu
pada saat akan di mulai dan sebagai tanda jadi bahwa balapan sepeda motor
akan di mulai dan telah deal, maksud balapan sepeda motor tersebut hanya

menerima tantangan dani pihak “Yoga

Motor™;
*  Bahwa Terdakwa melakukan perjudian balapan sepeda motor dengan lawan
bengkel Yoga Motor Mungkung dan teman Terdakwa yaitn Muhamad
Solikin, Muchlis dan sehagai jokinya Bayu

Pamungkas .

® Bahwa cara permainan tersebut adalah berupa balapan sepeda motor. siapa
yang lebih dahulu masuk garis finish, maka dialah pemenangnya dan berhak
mendapatkan uang Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari

pihak lawannya;—- e

* Bahwa Terdakwa belum pemnah dihukum:

* Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti:

TERDAKWA  III: MUHAMMAD SOLIKIN BIN  WARJITO,
menerangkan:——--—
e Bahwa kejadiannya pada han Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul

22.00 wib bertempat di jalan raya Ringroad Utara Desa Sidoharjo. Kec.

Sidoharjo, Kab. Sragen;
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-

Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara membotohi
({menaruhi) balapan liar dengan menggunakan sepeda motor, setelah ada
kesepakatan  antara kelompok Para Terdakwa dengan kelompok lawan dari
bengkel Yoga Sragen. dan sepakat wang taruhan sebesar Rp. 2500000 - (dua
ratus lima puluh ribu  rupish) kemuedian kelompok Para Terdakwa
mengumpulkan wang taruhan dengan cara serkileran (patungan) dan akhimya
uang taruhan dapat terkumpul sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puloh
ribu rupiah)y yaitn Joko Setiawan sebesar Rp 5.000.- (lima ribu ropiah),
Terdakwa Muhlis sebesar Rp. 500000~ {lima puluh ribu rupiah), Terdakwa
sehesar Rp. 200K~ (dua puluh ribu rupizh), Terdakwa Asep sebesar Rp.
50.0{00,- {lima puluh ribu rupizh), dan yang lainnya saksi tidak tahu namanya
yang jelas uang sudah terkumpul sebesar Rp. 2300000.- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah) vang saat itu di bawa terdakwa Muchlis; —-———-——---——

Bahwa sekira pukul 2200 wib semua sudah berkumpal di Ringroad utara
Sidoharjo, Sragen untuk memulsi balapan sepeda motor, naman saat balapan
liar sudah di mwlai posisi stan langsung datang petugas Polres Sragen
menangkap Para Terdakwa dan feman-

T Imannya;

Bahwa Terdakwa Bayu schagai joki dalam judi balap tersebut apabila dalam
balapan menang Terdakwa Bayu akan mendapat bagian wang sebesar Rp.
00N~ (dua pulub ribu mopiah) karena vang tamhan sedikit yaitu sebesar
Rp. 250.04¥),- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uniuk vang panjar sebesar
Rp. 25000, - {dua puluh lima ribu repiah) sudah dikembalikan kepada saksi
yaitu pada saat akan di mulai dan sehagai tanda jadi bahwa balapan sepeda

meotor akan di mulai dan telah deal. maksud balapan sepeda motor tersebut
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hanya menerima fantangan dan pihak “Yoga

Motor™;
Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian balap liar dengan menggunakan
sepeda motor Suzuki Satria F tahun 2011 Nopol AD 2801 RY sebagai alatnya
pada hari Selasa, tanggal (4 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 Wib di jalan

Ringroad Utara Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten

Sragen:
Bahwa cara permainan terscbut adalah berupa balapan sepeda motor, siapa
yang lebih dahulu masuk garis finish, maka dialah pemenangnya dan berhak
mendapatkan uang Rp. 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupizh) dari
pihak lawannya e

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti:

TERDAKWA Iv: BAYU PAMUNGKAS BIN JAILANL

menerangkan:---—--—---——

Dacimcer
AO0WANT MEUDTI AGuny Rug Lh ROxAES Seraata

Bahwa kejadiannya pada han Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul

22.00 wib bertempat di jalan raya ringroad utara Desa Sidoharjo, Kec.

Sidoharjo, Kab. Sragen:
Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara membotohi
(menaruhi) balapan har dengan menggunakan sepeda motor, setelsh ada
kesepakatan  antara kelompok Para Terdakwa dengan kelompok lawan dan
bengkel Yoga Sragen. dan sepakat uang taruhan sebesar Rp. 250.000.- (dua
ratus lima puluh ribu rupizh) kemudian kelompok Para Terdakwa
mengumpulkan vang taruhan dengan cara serkileran (patungan) dan akhimya

uang taruhan dapat terkumpal sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh
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ribu rupizh) vaim Joko Setiawan schesar Rp 5.000.- (lima ribo ropiah),

Terdakwa Muchlis sebesar Rp. S00000,- (lima puluh ribu rupiahy, Terdakwa
Solikin sebesar Rp. 20.(0K),- {dua puluh fiba rupiah), Terdakwa Asep sebesar
Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah). dan yvang lainnva saksi tidak taho
mamanya yang jelas vang sudah terkumpuol schesar Rp. 2500000 - ( dua ratus

lima puluh nbu  rpiah) yang saat e di bawa Terdakwa

= Bahwa sekira pukol 22.00 wib semua sudah berkumpul di Ringroad Utara
Sidoharjo, Sragen untuk memulai balapan sepeda motor, namun saat halapan
liar sudah di mulai posisi start lansung datang petugas Polres Sragen
menangkap Para Terdakwa dan Cman-

TNy

* Bahwa Terdakwa sebagai joki dalam judi balap tersebut apabila dalam
balapan menang Terdakwa akan mendapat bagian vang sebesar Rp. 20.000.-
{dua puluh ribu rupish) karena wang tanuhan sedikit yaitu sehesar Rp.
25000~ (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan wang panjar sebesar Rp.
25.000)- (dua puluh lima ribu rupiah), pada saat akan dimulai dan sebagai
tanda jadi bahwa balapan sepeda motor akan di mulai dan elah deal, maksud
halapan sepeda motor tersebut hanya menerima tantangan dari pihak “Yoga

Motor™;

= Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian balap liar dengan menggunakan
sepeda motor Suzuki Satria F tahun 2011 Mopol AD 2801 RY schagai alatnya
pada hari Seclasa, tanggal 04 Juni 2013  sckitar pukul 21.00 Wib di jalan

Ringroad Utara Desa  Sidoharjp  Kecamatan Sidoharjo  Kabupaten

Sragen;
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* Bahwa cara permainan tersebut adalah berupa balapan sepeda motor, siapa

yang lebih dahulu masuk garis finish, maka dialah pemenangnya dan berhak
mendapatkan uang Rp. 250.000.- {(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari
pihak lawannyai—--———eememmee e

* Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum:

* Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menyatakan cukup
dan tidak mengajukan apa-apa lagi demikian juga Para Terdakwa tidak mengajukan
saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya (a
decharge):

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan

tuntutan pemidanaan, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini

memutuskan:
1 Menyatakan Terdakwa 1. Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi Muslih Fatoni.
Terdakwa II. Muhammad Asep Bin Sarjono, Terdakwa Il Muhammad
Solikin Bin Warjito dan Terdakwa IV. Bayu Pamungkas Bin Jaclani terbukti

secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *bermain judi
ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum™ scbagaimana diatur dan
diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, tersebut dalam dakwaan
kedua Jaksa Penuntut

Umum;;

[

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Muchlis Eko Nurdianto Bin
Sunardi Muslih Fatoni, Terdakwa II. Muhammad Asep Bin Sarjono,
Terdakwa 1II. Muhammad Solikin Bin Warjito dan Terdakwa IV. Bayu

Pamungkas Bin Jaelani dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga)
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bulan dipotong selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan

perintah Para Terdakwa tetap

ditahan;

3 Menctapkan barang bukti berupa:
® | (satu) unit sepeda motor Satria F warna putih Nopol AD 2801 RY tahun
2011 beserta STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada pemilik
Terdaskwa  Muchlis Eko  Nurdianto  Bin  Sunardi  Mushli

Fatoni::

® Uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratws lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk

Negara;

4 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Para
Terdakwa telzh mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan, yang
pada pokoknya scbagai berikut:——---—-—--

® Bahwa Para Terdakwa menyesali atas perbuatan  yang  telah

dilakukan:

* Bahwa Para Terdakwa ingin melanjutkan kembali sekolah:-—-—-—

* Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum -

Menimbang, bahwa atas pemohonan keringanan hukuman Para Terdakwa
tersebut. Penuntut Umum  secara lisan menyatakan tetap pada tunwtannya

semula;

Coomre

NOre s eraIaNs St smal VTS i) LO( QA SIS TESA0N DHOAK KOTIDTEN MNATEA A e
[R— [y Svfomun cafian AN
)y - o Agung B cwiens

sernsina. N

re———

ana
Svwd wppcterasefoutiacutapag o Tep 000204 134 sx 200

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. bahwa terhadap adanva barang-barang bukti, keterangan saksi-
saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan

dijadikan sebagai fakia-fakia yang terungkap

dipersidangan;

Menimbang, bahwa fakia-fakia tersehut adalah schagal

berikut::
* Bahwa pada hari Sclasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 wib
bertempat di jalan raya Ringroad Utara Desa Sidobarjo, Kec. Sidoharjo, Kab.
Sragen, Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara membotohi
{menaruhi) balapan liar dengan menggunakan sepeda motor, setelah ada
kesepakatan antara kelompok Para Terdakwa dengan kelompok lawan dari
bengkel Yoga Sragen, dan sepakat uang taruhan scbesar Rp. 2500000~ {dua
ratus lima puluh rbu rupizh} kenwdian  kelompok Para Terdakwa
mengumpulkan wang tanthan dengan cara serkileran (patungan) dan akhirmnya
uang taruhan dapat terkumpuol sebesar Rp 2500000.- (dua ratus lima poluh
ribu rupisgh) yaitw Joko Setiawan schesar Bp 5.000.- (lima ribu ropiah),
Terdakwa Muchlis sehesar Rp 500000, - {lima puluh ribu rupiah), Terdakwa
Solikin sebesar Rp 20.000.- idua puluh ribu rupiah), Terdakwa Asep schesar
Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupish), dan yang lainnya tdak diketabos
namanya yang jelas wang sudah terkumpul sebesar Rp 2500000, - (dua ratus
lima puluh nbg rwpiah) vang saat iw di bawa Terdakwa

Muchlis.;

* Bahwa sckira pukul 2200 wib semuoa sudah berkumpul di Ringroad utara
Sidoharjo, Sragen untuk memulai balapan sepeda motor, namun saat halapan

liar sudah di muolai posisi start langsung datang petugas Polres Sragen
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menangkap Para Terdakwa dan eman-

T AT YA
* Bahwa Terdakwa Bayu scbagai joki dalam judi balap tersebut apabila dalam
balapan menang Terdakwa Bayw akan mendapat bagian wang sebesar Rp
20.(WM, - {dua palah ribu rupiah) karena vang taruhan sedikit yai schesar Rp
250,000~ {dua ratus lima paloh ribu rupiah), untuk vang panjar schesar Rp
25.0¢¥),- ¢dua puluh lima ribu rupiah) dan sebagai tanda jadi bahwa balapan
sepeda motor akan di mulai dan telah deal, maksod balapan sepeda motor
tersebut hanya menerima tantangan dari pihak “Yoga

Muitor™;

* Bahwa Para Terdakwa telah melakokan perjudian halap liar dengan
menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F tahun 2011 Nopol AD 2801 RY
schagai alatmya pada hari Selasa, tanggal (4 Juni 2013 sckitar pukul 21.00
Wib di jalan Ringroad Utara desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten
SrAgen e e———————— -

* Bahwa cara permainan tersebut adalah berupa balapan sepeda maotor, siapa
yang lebih dahulu masuk garis finish, maka dialah pemenangnya dan berhak

mendapatkan wang Rp. 2500000,- (dua ratus lima poluh ribo rupiah) dari

* Bahwa permainan balapan sepeda motor terschut maw dilakukan dijalan

umum yaitu di Ringroad Utara desa Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kabupaten

Sragen;

* Bahwa  permainan  terscbut  dilakukan  karena hanya  untung
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*  Bahwa permainan tersehat menggunakan uang sehagai

¢ Bahwa permainan  tersebut  dilakoukan  tanpa ijin pahak vang

herwenang:

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Unun dalam perkara ini telah disosun
secara alfermatif, vaitu KESATU : Terdakwa clah didakwa melakukan tindak pidana
dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHFP atau KEDUA : Terdakwa telah didakwa

melakukan  tindak  pidana  dalam  Pasal 303 bis  ayat (1) ke-2

KLUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara
alternatif, maka Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana sesuai bagi
perbuatan yang dilakukan olch Para

Terdakwa;

Menimbang. balwa sebelum Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang
sesuai dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, terlebih daholu akan
diuraikan ST - LTS LT dari kedua pasal tersehut, schagai

berikut:

* Barangsiapa:
* Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan

kepada khalayak umum uniuk bermain judi atan dengan sengaja torut senta

dalam perusahaan uniuk it ---—-—---——-
D D
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* Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;-—-——-—
Pasal 303 bis avat (1) ke-2 KUHP, unsur-unsumya adalah:—--eemeeeeeee

* Barangsiapa:

e Ikut serta main judi dijalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi

wmume

e Kecuali kalau ada ijin dasi penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin

untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang. bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas,
terhadap Para Terdakwa lebih cocok diterapkan dakwaan kedua Penuntut Umum
yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dengan alasan perbuatan Para Terdakwa

dilakukan dijalanan umum yaitu Ringroad Utara

Sragen:
Menimbang, bahwa dibawah ini akan diwraikan dan dipertimbangkan
persesuaian antara unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dengan fakta-

fakta yang terungkap

dipersidangan:
Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, yang

kepadanya dapat dimintakan perntanggung-jawaban atas  perbuatan  yang

dilakukannya:

Menimbang. bahwa dalam perkara a quo adalah termasuk perkara anak yang
tunduk kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1997 Teatang Pengadilan Anak.
Menurut Pasal | angka 1 undang-undang tersebut menyebutkan: “Anak adalah orang

yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum

O
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mencapai  umur I8 (delapan belas) twhun dan  belum  pemsh

kawin;

Menimbang, bahwa berkenaan permtimbangan diatas, menurut Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor : IPUU-VIIF2010. menyebutkan bahwa yang
dikategorikan sebagai “Anak nakal” merupakan justifikasi yang dapat dilakukan
melalui sebuah proses peradilan yang standarnya akan ditimbang dan dibuktikan
dimuka hukum, dengan perubshan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum

bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Muchlis Eko Nurdianto Bin Sunardi
Muslih Fatoni, Muhammad Asep Bin Sarjono. Muhammad Solikin Bin Warjito dan
Bayu Pamungkas Bin Jaelani, sebagaimana identitas lengkap masing-masing dalam
surat dakwaan serta lampiran kutipan akta kelahiran masing-masing adalah belum
genap berumur 18 (delapan belas) tahun, tetapi telah berusia lebih dani 12 (dua belas)
tahun, dan sewaktu ditanya akan identitas masing-masing Terdakwa dipersidangan
telah menjawabnya sama persis dengan identitas Para Terdakwa dalam surat
dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penuntut
Umum tidak salah menghadapkan orang (non error in persona) sebagai Terdakwa
dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

“barangsiapa” telah terpenuhi;-———-—---—-

Unsur Ikut Serta Main Judi alan Umum_Atau t. Y t

Dikunjungi Umum.

Menimbang. bahwa unsur ini sifatnya alternatif atau pilihan, dimana apabila

salah satu sub unsur yang terpenuhi, maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur

ini:
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Menimbang. bahwa pengertian “main judi” adalah sebagaimana menumat Pasal

303 ayat (1) KUHP, vaitu *tap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat
menang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau
pengharapan i jadi bertambah besar karena kepintaran dan kehiasaan pemain.
Termasuk juga main judi adalah pertaruban tentang keputusan perlombasn atsu

permainan lain, yang tidak diadakan oleh mercka yang turut berlomba atau bermain

i, demikian juga permainan lainnya™;
Menimbang. bahwa schagaimana fakia-fakia yang terungkap dipersidangan

Para Terdakwa telah melakukan perbueatan schagai

berikut:
= Bahwa pada hari Sclasa, tanggal (84 Jumi 2013 sckitar pukul 22.00 wib
berternpat di jalan raya Ringroad Utara Desa Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab.
Sragen, Para Terdakwa melakukan perjudian dengan cara membotohi
{menaruhi) balapan liar dengan menggunakan scpeda motor, seielah ada
kesepakatan antara kelompok Para Terdakwa dengan kelompok lawan dari
bengkel Yoga Sragen, dan sepakat vang taruhan sebesar Rp. 2500000~ (dua
raius lima puluh ribe ropiah) kemuedian  kelompok Para Terdakwa
mengumpulkan wang taruhan dengan cara serkileran (patungan) dan akhirnya
uang taruhan dapat terkumpul sebesar Rp. 250000~ (dua ratus lima paloh
ribu rupigh) yaitm Joko Setiawan sebesar Rp. 5000- (lima ribu rwpiah),
Terdakwa Muchlis sebesar Rp. 300000.- (lima puluh ribu rupiahy, Terdakwa
Solikin sebesar Rp. 2000, - {dua pulub fba rupiah), Terdakwa Asep sebesar
Rp. 500000.- (lima puluh ribu rupiah}, dan yang lainnya tidak diketahui
namanya yang jelas uang sudah terkumpul sebesar Rp. 250.000,- {dua ratus

lima puluh rbu  rpiah) vyang sast iw di bawa Terdakwa
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Muchlis:

* Bahwa sekira pukul 22.00 wib semua sudah berkumpal di Ringroad utara
Sidoharjo, Sragen untuk memulai balapan sepeda motor, namun saat halapan
liar sudah di mulai posisi stant langsung datang petugas Polres Sragen
menangkap Para Terdakwa dan teman-

femannya;

* Bahwa Terdakwa Bayu sebagai joki dalam judi balap tersebut apabila dalam
balapan menang Terdakwa Bayu akan mendapat bagian uang sebesar Rp.
20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena uang taruhan sedikit yaitu sebesar
Rp. 250.000).- (dua ratus lima puluh ribu rupizh), untuk vang panjar sebesar
Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dan scbagai tanda jadi bahwa
balapan sepeda motor akan di mulai dan telah deal, maksud balapan sepeda
motor tersebut  hanya menerima  tantangan dari pihak  “Yoga

-

Motor™;

* Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perjudian balap liar dengan
menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F tahun 2011 Nopol AD 2801 RY
sebagai alatnya pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 21.00
Wib di jalan Ringroad Utara Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo
Kabupaten Sragen:—-——-—--mem-mmeemee

* Bahwa cara permainan tersebut adalah berupa balapan sepeda motor, siapa
yang lebih dahulu masuk garis finish, maka dialah pemenangnya dan berhak

mendapatkan uang Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari
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* Bahwa permainan balapan sepeda motor tersebut mau dilakukan dijalan

umum yaitu di Ringroad Utara Desa Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kabupaten

Sragen:

e Bahwa permainan  tersebut  dilakukan  karena  hanya untung

untungan:
* Bahwa permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas,
bahwa Para Terdakwa pada hari Sclasa. tanggal 4 Juni 2013 sckira pukul 22.00 Wib,
masing-masing telah ikut melakukan taruhan balapan liar dijalan raya Ringroad
Utara Desa/Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen yang merupakan “jalinan

umum” atau “tempat umum” yang bisa dilalui orang-orang “umum”™ siapapun tanpa

kecuali:

Menimbang, bahwa perbuatan taruhan balapan liar yang dilakukan oleh Para
Terdakwa adalah termasuk pengertian “main judi”, sebagaimana menurut Pasal 303
ayat (3) KUHP, karcna permaianan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah
permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung kepada
untung-untungan saja dan permaian tersebut adalah pengharapan Para Terdakwa jadi
bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, dan perbuatan yang

dilakukan oleh Para Terdakwa berupa balapan liar juga merupakan suatu pertaruhan

tentang keputusan perlombaan:
Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur

“Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi

Umum™ telah terpenahi dalam perbuatan Para
Terdakwa:
Dadiaener
ARIINART MEVERTIN AGu ) A9 Wi NOAONEES SN 'S ST JRBL TE XA TLTAN OTED L8N AX) OB AW LASADS Je0AA LOOOTE) MANWATEA AN o T SANyEraAl Bu0M TS B A8 S EROMR
PRMALA ST LG0 JR3MT AR S L o AoTAL yang K safhen

Dear A/ AN MEreTUAS FeA D IOTIAD YaNg M TOLN 23 304 N oy a e rut Agung Y rmie
et Anacsure Qratkaratapag g Tep : 051304 2341 jue 218) Halaman 34



106

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur Kecuali Kalan Ada Ljin Dari Pe Yang Berwenang Y Telah

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah  swatu
perbuatan tersebut diatas melawan hukum atao tidak, apabila ada ijin dari penguasa
berwenang berarti merupakan perbuatan yang bukan melawan hukum, tetapi apabila
tidak mendapat ijin dari penguasa yang berwenang, berarti merupakan “perbuatan

melawan

hukum™;

Menimbang, bahwa berdasarkan uralan  fakta-fakta wang terungkap
dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para
Terdakwa, bahwa “main judi” taruhan balapan liar yang dilakukan oleh Para
Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari Penguasa yang berwenang., yang dalam

hal ini adalah pihak

“Kepolisian™:
Menimbang. bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur
“Kecoali Kalan Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi

Ljin Uniuk Mengadakan Perjudian Iiu” telah terpenuhi dalam perbuatan yang

Menimbang., bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedoa
Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka kepada Para
Terdakwa masing-masing harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana “turwt serta bermain judi yang diadakan dijalan wmum,

sedang untuk ite tidak ads ijin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana dalam

Menimhbang, bahwa oleh karena pada sast melakukan perbuatannya tersehat,

pada masing-masing Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal vang dapat dijadikan
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schagai alasan pemaaf maupun secbagal alasan pembenar, maka kepada Para

Terdakwa tersehut haruslah dinyatakan

bergalah:

Menimbang. bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara anak maka
sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Bab [
Pidana Dan Tindakan pasal 22, bahwa terhadap Anak nakal hanya dapat dijamhkan
pidana atan tindakan vyang ditentukan dalam undang-undang ini. Selanjutnya
menurut Pasal 23: (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana
pokok dan pidana tambahan; (2) Pidana Pokok yvang dapat dijatuhkan kepada Anak
nakal jalah: a. Pidana Penjara, b. Pidana Kunungan, c. Pidana Denda atau d. Pidana
Pengawasan: selanjuwinya menurst ayat (3); selain pidana pokok schagaimana
dimaksod dalam ayat (2) terhadap Anak MNakal dapat juga dijatuhkan pidana

tambahan, berupa perampasan barang-barang terientu dan atau pembayaran ganti

rugi;

Menimbang, bahwa setelahnya mempertimbangkan perbuatan yvang telah
terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan pula pada sast ini Para Terdakwa berada
dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Para Terdakwa
Majclis Hakim akan memutus pidana’pemidanaan uniuk kepastian hukum terhadap
proscs penahanan yang sedang dijalankan oleh Para Terdakwa; ——-—-

Menimbang. bahwa sebelum Majelis Hakim menjatubkan pemidanaan kepada
Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan
maupun hal-hal yang meringankan kepada Para Terdakwa schagaimana terschut

dibawah

imi;

Hal-hal vang memberatkan.
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* Bahwa perbuatan Para Terdakwa tclah tidak ikut serta dengan program

pemerintzh yang  giat memberantas penyakit masyarakat, dimana judi
termasuk didalamnya —-—--——-—--——---——— -—
* Bahwa schagai gencerasi muda seharusnya memberi contoh vang baik kepada

measyarakat;

Hal-hal me n.

= Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus

terang perbuatannya;

*  Bahwa Para Terdakwa belum pernah dibwkoum ;-
* Bahwa Terdakwa | statusnya adalah mahasiswa yang akan melanjutkan
studinya, Terdakwa I dan Il statusnya sebagai pelajar Sekolah Menengah
Atas vang ingin segera masuk sekolah dan Terdakwa IV adalah sudah bekerja

dan merupakan salah E= turmpuan

keluarganya:;
* Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji dikemudian hari

tidak akan mizlakukan suatu perbuatan pidana

lagi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dan Petugas
Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya kepada Para Terdakwa supaya
diputus sesuai Hasil Penelitian Kemasyarakatan masing-masing Para Terdakwa dan
pula telah didengar masing-masing keterangan dari Para Orang Twa Para Terdakwa
yang pada pokoknya mohon supaya Parma Terdakwa segera pulang berkumpul

kembali  dengan  keluarganya dan  berjanji  akan  lebih  mengawasi  Para

Terdakwa:
EEET
AR MR gy Rtk OO0 D SR RIS it = 2 L A e P
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Menimbang. bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang memberatkan bagi

Para Terdakwa dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa olch, seria
keterangan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pula keterangan Para Orang Tua
Para Terdakwa, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan
dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Para Terdakwa. Pemidanaan adalah
bukan sebagai sarana wuniuk membalas dendam, tetapi sebagai sarana pembelajaran
{edukasi), terlebih Para Terdakwa masih merupakan “anak-anak™, dengan demikian
terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar
putusan ini telah cukup layak dan setimpal dengan kepada Para Terdakwa karena
perbuatannya it z----——-—-—— -

Menimbang. bahwa oleh karena hingga sekarang Para Terdakwa telah ditahan,
maka terhadap lamanya Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari
lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para

Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ditahan tidak ditermuokan hal-hal
yang dapat dijadikan schagai alasan unwk menangguhkan dan mengeluarkan demi
hukum dari penahanan tersebut, maka kepada Para Terdakwa masing-masing akan

tetap

ditahan;
Menimbang. bahwa terhadap barang-barang bukti yvang diajukan dalam perkara
ini, selanjutnya oleh Majelis Hakim akan ditentukan statusnya dalam amar putusan

ini;

Menimbang., bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinvatakan bersalah dan
dijatuhi pemidanaan dan juga Para Terdakwa tidak mengajukan unmuk dibebaskan

dari pembiayaan perkara ini, maka kepada Para Terdakwa masing-masing akan

EoETE
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dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besamya akan ditentukan dalam

amar putusan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang Undang
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
KUHAP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuaszan Kehakiman,
Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-
peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:--

MENGADILI
I Menyatakan Para Terdakwa L. MUCHLIS EKO NURDIANTO BIN
SUNARDI MUSLIH FATONL [IIL. MUHAMMAD ASEP BIN
SARJONO. ITL MUHAMMAD SOLIKIN BIN EARJITO dan IV. BAYU
PAMUNGKAS BIN JAILANI masing-masing telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Bermain Judi
Yang Diadakan Dijalan Umum, Sedang Untuk Itu tidak ada Ijin Dari
Penguasa Yang Berwenang” scbagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut

Umum:

2 Menjatuhkan pemidanaan oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut
diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua)

bulan

3 Menectapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari

lamanya pidana yang dijatuhkan;—--—————-—memv

4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan:

5 Menetapkan barang bukti berupa:

Dacimre
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* | {satu) unit sepeda motor Satria F wama potih No.Pol.: AD 2801 RY tahun

2010 beserta STWE dan kunci kontak, dikembalikan kepada Terdakwa
MUCHLIS EKO NURDIANTO BIN  SUNARIM  MUSLIH

FATONI:

* DUang schesar Rpo 250.000.- (dua ratws lima puluh ribu rupiah) dirampas

uniuk Megara;
fi  Membebankan kepada Para Terdakwa uniuk membayar biaya perkara
masing-neasing sebesar Rp. 22000, (dua ribu rupiah)-——-—-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sragen pada hari SENIM, tanggal: 29 Juli 2013, olch Kami : INDRAWAN, SH.
aelaku Hakim Ketna, SUWANDL SH. dan Rr. ENDANG DWI HANDAYANL
SH. masing-masing schagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Sragen tentang Penunjukan Hakim Uniuk Menvidangkan dan
Mengadili Perkara Nomor: 192Pen. Pid/2003/PN_Srg, tanggal 8 Juli 2013, potusan
meana divcapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang vang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersehui
dengan  dibanmn BUDI WIYOMNCG, SH. Panitera Pengganti dan  dihadiri
SRIKANAH, S5H. Penuntot Umuom pada Kejaksaan MNegeri Smgen, Petugas

Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakastan Surakara, Orang Tua Para

Terdakwa serta dihadapan Para
Terdakwa;
Hakim Anggota: Hakim Ketua,
SUWANDI SH. INDRAWAN, 5SH
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Rr. ENDANG D'WI HANDAYANL SH.

Panitera Pengganti,

BUDI WIY N, SH.

O
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Faaza Qawwaamuddiin

Tempat/ Tanggal Lahir : Boyolali, 26 Januari 1999

Jenis Kelamin . Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Rumah - JI. Farming, Dk. Tukangan, Ds. Candi, Kel. Ampel, Kab. Boyolali
Email -

A. Pendidikan Formal
1. MI Salafiyah Tukangan (2005-2011)
2. MTS Negeri Salatiga (2011-2014)
3. MA Negeri Salatiga (2014-2017)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo (ongoing)

B. Pendidikan Non-Formal

1. RA Al-lkhsan

C. Organisasi
1. IPNU Ranting Candi



